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INTISARI

ADYAN NAIJIB, Nomor Pokok E12113327, Departemen Imu Pemerintahan, Fakultas llmu Sosial dan
limu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyususn skripsi dengan judul : ““Implementasi Prinsip-
Prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Polewali
Mandar”, dibawah bimbingan Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si sebagai pembimbing | dan Dr.
A.M.Rusli, M.Si sebagai pembimbing Il

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Prinsip-Prinsip
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Kabupaten Polewali
Mandar serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi prinsip-prinsip penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang
berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-
pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjutkan
dideskripsikan dan diinterpretasi serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang
diteliti. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan
penelusuran data secara online.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan Rencana
Pembangugan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar telah
dilaksanakan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah Polewali mandar utama dalam menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Terdapat 14 prinsip yang
tertuang di pasal 4-6 dalam Permendagri no.86 tahun 2017. Adapun faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Kabupaten Polewali
Mandar adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Pertama, faktor pendukung pelaksanaan
RPJMD tersebut adalah adanya profesionalitas dan kolaborasi dari setiap SKPD. Periode kedua
bupati terpilih juga memudahkan proses penyusunan RPJMD ini. Kedua, faktor penghambat
pelaksanaan RPJMD tersebut adalah masih kurang proses Partisipatif dalam penyusunan RPJMD ini.

Kata Kunci : Implementasi, Prinsip-Prinsip penyusunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah



ABSTACK

ADYAN NAIJIB, Principal Number E12113327, Department of Governmental
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.
Completing the thesis with the title: "" Implementation of the Principles for the
preparation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) in Polewali
Mandar", under the guidance of Prof. Dr.H. Juanda Nawawi, M.Sc as supervisor | and Dr.
A.M.Rusli, M.Sc as a supervisor Il

This study aims to determine and analyze the Implementation of the Principles for the
preparation of the 2019-2024 Regional Medium-Term Development Plan of Polewali
Mandar Regency and the supporting and inhibiting factors in the implementation of the
principles for the preparation of the 2019-2024 Regional Medium-Term Development Plan
of the Polewali Mandar Regency.

The research method used is a qualitative research method, which is an analysis that seeks
to find the relationship and meaning of the data stated in the form of statements,
interpretations after digging up information from the informants who then continue to be
described and interpreted and concluded as the answer to the main problem researched.
Data collection is done using interview techniques, observation, documentation, and data
tracking online.

Based on the results of research conducted, the implementation of the Principles for the
preparation of the 2019-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMD) in Polewali Mandar
District has been carried out and is a reference for the Polewali Regional Government's main
mandar in preparing the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) 2019-2024 .
There are 14 principles set out in articles 4-6 of Permendagri no.86 of 2017. The factors that
influence the implementation of the 2019-2024 Regional Medium-Term Development Plan
of Polewali Mandar Regency are supporting and inhibiting factors. First, the supporting
factors for the implementation of the RPJMD are the professionalism and collaboration of
each SKPD. The second period of elected district heads also facilitated the process of
preparing this RPJMD. Second, the inhibiting factor for the implementation of the RPJMD is
that there is still no Participatory process in the preparation of this RPJMD.

Keywords: Implementation, Principles of drafting, Regional Medium-Term Development
Plan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah negara Indonesia di akhir tahun 90an ditandai dengan peristiwa
reformasi. Peristiwa reformasi masyarakat indonesia bertujuan menuntut beberapa
hal yang salah satunya adalah untuk menciptakan demokrasi seluas-luasnya.
Tuntutan demokrasi yang seluas-luasnya menghasilkan berbagai macam kebijakan
yang baru dalam pengelolaan sistem pemerintahan di Indonesia. salah satunya
adalah diterapkannya konsep otonomi daerah. Pemerintahan selama era orde baru
yang sangat sentralistik membuat sistem demokrasi yang ada di Indonesia menjadi
sesuatu yang semu, karena hanya berada pada tataran pusat kekuasaan negara
tanpa pernah memperhatikan bagaiamana kondisi masyarakat yang ada di daerah-
daerah. Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah diharapkan agar proses
demokrasi yang tadinya hanya ada ditataran elit pusat saja menjadi proses
demokrasi yang dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat yang ada
indonesia baik itu yang ada di pusat ataupun masyarakat yang berada di daerah.

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang
nomor 32 tahun 2004 terkait otonomi daerah. Dengan pengesahan ini diharapkan
pemerintahan dan masyarakat yang ada di daerah dapat mengembangkan
daerahnya masing-masing dengan segala potensi yang ada sehingga dapat menjadi
daerah yang mandiri tanpa terlalu tergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah
pusat memberikan kewenanganya kepada pemerintah daerah untuk mengatur

daerahnya sendiri. Daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum
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yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam daerah otonom, masyarakat
membentuk pemerintahan daerah otonom. Pemerintahan daerah otonom
merupakan pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh
penduduk (masyarakat) setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus urusannya sendiri."

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan daerah “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.? Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom
mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingn masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
perundang-undangan. Penyerahan wewenang yang diberikan kepada daerah
berupa kewenangan untuk mengatur dan kewenangan mengurus. Menurut
Bhenyamin Hoessei “fungsi pembentukan kebijakan (policy making function) yang
dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan
kebijakan (policy executing function) dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat
lokal, sehingga dalam pemerintahan daerah terdapat tiga aktor utama yaitu (1)
masyarakat, (2)elected official/pejabat politik (kepala daerah dan DPRD), dan (3)

appointed official/birokrasi”.?

1 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 30
2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014
14



Penyerahan kewenanang untuk menyelenggarakan pemerintah yang dapat
mengatur dan mengurusi daerah sendiri berimpilikasi bahwa pemerintah yang
berada di Daerah mendapatkan keleluasaan untuk membuat kebijakan serta
menjalakan kebijakan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri. Dengan ini
diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengindentifikasi permasalahan-
permasalahan yang ada di daerahnya sendiri, poeten-potensi yang ada di daerah
lalu di implementasikannya dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. otonomi
daerah juga memberi ruang bagi masyarakat di daerah secara partisipatif dalam
merencanakan, melaksanakan, hingga pada level melakukan evaluasi kebijakan
yang telah terimplementasi. Dengan kata lain otonomi daerah memungkinkan
representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat di dalam untuk
berpartisipasi dalam tahapan-tahapan pembangunan, yang kemudian secara adil
dan merata mengalokasikan sumber daya tanpa diskriminasi.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan haruslah terlebih
dahulu menyusun kebijakan terkait perencanaan pembangunan yang nantinya akan
dilaksanakan. Kebijakan pembangunan yang  dirancanakan haruslah
merepresentasikan bagaimana kondisi dari suatau wilayah baik itu terkait masalah-
masalah yang ada sampai kepada potensi-potensi yang ada di daerah. Dengan
proses perencanaan kebijakan pembangunan yang benar dan baik, pemerintah
daerah akan dengan mudah menjalankan roda pemerintahannya. Proses
pembangunan yang di daerah pun pada dasarnya merupakan bagian dari proses
perencanaan yang integral dari sistem pembangunan nasional. Proses perencanaan

pembangunan daerah pun juga telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor

3 Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 19
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23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 258 ayat (1) menyatakan
bahwa, “Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah”.*

Beberapa pengertian perencanaan pembangunan daerah yang tertuang
dalam peraturan-peraturan di atas memberikan kita pengertian bahwa perencanaan
pembangunan daerah merupakan sebuah kebijakan yang di ambil oleh pemerintah
daerah untuk bagaimana melakukan usaha yang bertujuan memajukan kondisi
masyarakat ataupun mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di daerah
sesuai dengan kewenangan vyang telah diberikan oleh pemerintah pusat.
Perencanaan pembangunan daerah pun berfungsi merekonstruksi kondisi publik
yang ada dengan penyelesaian masalah masalah publik serta penting untuk di ingat
bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang otoritas wajib menyusun setiap
dokumen perencanaan pembangunannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah
ditetapkan. Proses memajukan daerah dengan sistem otonomi daerah yang lebih
demokratis memberikan jaminan bahwa kebijakan-kebijakan perencaan yang
disusun oleh pemerintah akan semakin baik. perencaan pembangunan yang disusun
oleh pemerintah daerah sendiri juga dapat diartikan sebagai sebuah proses
pembuatan kebijakan (policy making) oleh pihak yang mempunyai otoritas dalam
membuat dan mengambil sebuah kebijakan publik.

Peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) yang mewajibkan daerah untuk menyusun

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 258 ayat (1)
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun
yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini
kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD,
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah
dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan.
Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selanjutnya
perencanaan pembangunan daerah di atur secara lebih teknis dalam Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017 terkait tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
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Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD,
Serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri Nomor 86
tahun 2017 pembangunan daerah di definisikan “usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya”.® dalam meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan diperlukan tata kelola kebijakan publik yang tepat dan
terukur. Dalam permendagri nomor 86 tahun 2017 juga dituliskan “Rencana
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal dirumuskan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,
dan berwawasan lingkungan”.®

kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan Negara (Pemerintah), atau
dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh
pejabat dalam lembaga atau institusi pemerintah yang memiliki kewenangan
(otoritas) dalam pengambilan keputusan, untuk mengatasi masalah publik. kebijakan
dapat juga dipahami dengan menganalisis proses kebijakan (policy process) dalam
pengambilan sebuah keputusan. kajian kebijakan publik, membahas bagaimana isu-
isu atau masalah kebijakan (policy problem) yang didefinisikan menjadi agenda
kebijakan, diformulasikan menjadai kebijakan pemerintah, lalu diimplementasikan

dalam bentuk program dan kegiatan untuk mengintervensi masalah publik. kebijakan

s Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1 ayat (21)
¢ permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 5
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publik yang berkualitas harus didukung oleh program, kegiatan, dan anggaran yang
realistis dan terukur.

Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu daerah di Sulawesi
barat, menjadi bagian dari daerah yang perlu memaksimalkan peningkatan
pembangunannya. Kabupaten Polewali mandar sendiri pada tahun 2018 kembali
melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan kembali terpilihnya bupati
incumbent Andi Ibrahim masdar dan M.Natsir Rahmat sebagai wakilnya. Andi
ibrahim masdar kembali mencalonkan dengan Visis “Masyarakat Polewali Mandar
maju, rakyat sejahterah” dan menurun ke empat poin Misi. Pertama, mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan religius. Kedua, memperkuat
kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah. ketiga, mengembangkan
infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan. Serta misi
terakhir memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.
dengan terpilihnya kembali bupati incumbent juga menandakan bahwa akan
disusunnya RPJMD yang baru. Pada tanggal 4 Juli 2019 RPJMD Polewali Mandar
untuk periode 2019-2024 telah diketuk palu. Dilansir dari transtipo.com Wakil Bupati
Natsir “menyebutkan, dengan melalui keempat pendekatan tersebut, RPJMD ini
dapat berkualitas sehingga keberadaan RPJMD akan menjadi pedoman bagi Bupati
dan Wakil Bupati terpilih beserta rangkaian menuju tugasnya selama 5 tahun ke
depan dalam penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan terhadap masyarakat”.” dalam kesempatan lain dilansir di tribuntimur.com

Andi |brahim mengatakan, untuk mewujudkan itu, diharapkan seluruh OPD

7 Wahyu Andi, "DPRD Polman Ketuk Palu Terkait Ranperda RPJMD Kabupaten Polman 2019-2024" diakses dari
http://www.transtipo.com/kabupaten-polewali-mandar/dprd-polman-ketuk-palu-terkait-ranperda-rpjmd-
kabupaten-polman-2019-2024/ tanggal 10/31/2019 pukul 22.48
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menjabarkannya dengan baik. Melalui penyusunan sasaran dan program
prioritas."Beserta indikator kinerjanya yang terukur dan tersedia datanya yang
relevan dan terkait langsung dengan pencapaian visi misi, serta dalam rangka
penyelesaian permasalahan daerah sepertl kemiskinan, indeks pembangunan
manusi, dan permasalahan lainnya”.?

Beberapa penjelasan sebelumnya memberikan penulis sebuah kesimpulan
bahwa bahwa dalam merencanakan sebuah kebijakan penting untuk melihat
bagaimana setiap capaian-capaian yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan
(dalam hal ini RPJMD) disusun atau didasarkan melalui data-data yang real.
kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah yang sedang merintis pembangunannya
perlu untuk terus mengembangkan kualitas dari setiap kebijakan yang diputuskan.
Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pembangunan yang ingin
dilaksanakan di kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat dari penyusunan rencana
yang telah dibuat, khususnya RPJMD karena terkait dengan visi dan misi
pemerintah daerah terpilih. Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang
diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Di samping itu, undang-undang tersebut mengamanatkan
pula bahwa 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus dapat

diselesaikan dan ditetapkan. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya

8 Edyatma Jawi, "Bupati Polman Minta Masukan Penyusunan RPJMD" di akses dari
https://makassar.tribunnews.com/2019/02/06/bupati-polman-minta-masukan-penyusunan-rpjmd tanggal
10/31/2019 pukul 22.48
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penyusunan RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu
daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut, Pemerintah
daerah dalam hal ini setiap SKPD serta pihak pendukung lainnya dituntut untuk
melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah
ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
tersebut. Berdasarkan hasil pembacaan penulis serta didukung oleh berbagai
informasi yang ada, bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
daerah(RPJMd) dihadapkan pada berbagai fenomena pada kompleksitas dalam
penyusunan sebuah kebijakan itu sendiri seperti kebijakan yang disusun tanpa
mengikuti ataupun kurang maksimal dalam menyusun sebuah kebijakan dan tetap
mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan. proses penyusunan sebuah kebijakan
dalam konteks penelitian ini RPJMD seahrusnya berbasikan pada prinsip-prinsip
yang ada. Dengan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Polewali Mandar”

1.2.Rumusan Masalah
Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten/Kota merupakan dokumen perencanaan daerah yang penyusunannya
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berdasarkan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Merencanakan sebuah
kebijakan penting untuk melihat bagaimana setiap capaian-capaian yang menjadi
tujuan dari RPJMD disusun atau didasarkan melalui bukti. Rencana pembangunan
daerah yang berdurasi 5 (lima) tahunan ini dapat menjadi tolak ukur seperti apa
pembangunan suatu daerah jika melihat rumusan dan capaiannya. Berdasarkan
Uraian diatas, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Prinisip-Prinsip penyusunan dalam penyusushan
RPJMD 2019-2024 kabupaten polewali mandar i?

2. Faktor-Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi
Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD dalam penyusunan Rpjmd 2019-2024

kabupaten polewali mandar ?

1.3.Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Prinsip-Prinsip penyususnan
RPJMD dalam RPJMD 2019-2024 kabupaten polewali Mandar.
2.  Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat
Implementasi Prinsip-Prinsip penyususnan RPJMD dalam RPJMD 2019-2024
kabupaten Polewali Mandar.
1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat peneilitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

22



1.

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan
dengan kajian perencanaan pembangunan daerah, dan lebih spesifik
mengenai pelaksanaan RPJMD daerah kabupaten/kota.

Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian
pemerintah dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, khususnya
dalam menjalankan RPJMD yang akan mempengaruhi pembangunan yang

dilakukan di kabupaten Polewali Mandar.

BAB I

Tinjauan Pustaka
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2.1.Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Seiring dengan bergulirnya reformasi sejak Tahun 1998 di negara kesatuan
Republik Indonesia telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam sistem
pemerintahan di Indonesia. Salah satu bentuk konkrit perubahan yang fundamental
dalam sistem pemerintahan kita adalah dilaksankannya model penyelenggaraan
pemerintahan dari sistem yang bercorak sentralisasik ke sistem desentralistik.
Sistem pemerintahan dengan corak desentralistik membawa angin segar dalam
konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di daerah dengan secara
rill terwujud dalam otonomi daerah.

Definisi soal batasan mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh
banyak ahli . Perbedaan sudut pandang para ahli mengakibatkan batasan yang pasti
mengenai konsep desentralisasi sulit diperoleh. Syaukani menyebutkan bahwa
pemberian kewenangan (defolution of authority) kepada unit-unit atau satuan
pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan sesuatu kebutuhan yang
mutlak dan tidak dapat dihindari.® Pandangan tersebut mengartikan bahwa
pendelegasian kewenangan sampai pada unit-unit terkecil dalam hierarki
pemerintahan, merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan, sehingga
pelayanan publik akan lebih berkualitas, efektif dan efisien.

Definisi lebih lanjut juga disebutak world Bank yang menyebutkan bahwa:
“Decentralization is the tranfer of authority and responsibility for publik functions from

the central government to subordinate or quasi-independent government

° Syaukani, dkk. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, kerjasama Pustaka Pelajar-Pusat
Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, hal. 21.
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organizations and or the private sector’. Pernyataan di atas mengartikan bahwa
desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk
menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi
pemerintah di bawahnya atau yang bersifat semi independent dan atau sektor
swasta.

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu
desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi).
“‘Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi
kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu
dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari
devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar
pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit
untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli
adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah
pusat kepada unit-unit di daerah”."

Benang merah dari beberapa penjelasan soal desentralisasi adalah Secara
konseptual, desentralisasi merupakan sebuah proses pelimpahan otoritas
pengambilan keputusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pelimpahan kewenangan
tersebut tentu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan
terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat yang ada di daerah. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa desentralisasi sebagai sistem yang diperlukan untuk

w0Said Mas’ud, 2008, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, Malang, UMM Press, hal. 5
1 Syamsuddin haris. 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta. LIPPI pres. Hal 4
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mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah. hal ini
juga berkaitan dengan dimana dalam sistem desentralisasi terjadi proses
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, untuk
menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sesuai batas-batas kewenangan
atau otonomi yang diberikan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa desentralisasi
berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan
kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya
sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka
pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
peraturan perundang — undangan.'

Wewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah ini dibedakan
menjadi 2 yaitu otonomi luas dan otonomi terbatas. Otonomi untuk daerah Provinsi
diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan
kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan
daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya. Pemerintah provinsi
secara administratif juga merupakan perpanjangan dari Presiden (pemerintah
pusat). Sedangkan dalam Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada
daerah kabupaten dan kota. Kewenangan Otonomi luas bagi kabupaten dan kota
adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup
kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta

22 |bid. Hal 39
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kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. "

otonomi daerah sampai saat ini merupakan perwujudan nyata dari
desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, memberikan peluang bagi setiap
daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi
daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan
globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan
yang lebih luas, lebih nyata & bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui
desentralisasi dalam prosesnya mencakup proses dekonsentrasi dan devolusi.
Dekonsentrasi yaitu pendelegasian kewenangan yang cukup untuk melepaskan
fungsi-fungsi khusus kepada staf dari suatu departemen pusat yang berada di luar
kantor pusat. Devolusi yaitu pemberian kekuasaan secara sah untuk melepaskan
fungsi yang ditentukan atau fungsi sisa pada kewenangan lokal yang di akui oleh
undang-undang. Dengan pemberian kekuasaan secara sah kepada pemerintah
daerah atau bisa kita sebut devolusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,
kita bisa melihatnya perwujudannya dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014
"Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia"."* Dari penjelasan di
atas pemerintah daerah diberikan wewenang untuk membuat kebijakan sendiri
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah yang bersangkutan.

pemerintah daerah diharapkan mampu membentuk kebijakan dan mampu

1 |bid. hal. 51
1Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1. Ayat (6)
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melaksanakan kebijakan. Daerah diharapkan mampu untuk mengidentifikasi
kebutuhannya sendiri, merumuskan tujuan pembangunan sendiri dan mampu
mengkreasi strategi pencapaian tujuan.

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa arah dari
pemerintahan di daerah adalah “bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia”."

undang-undang 23 tahun 2014 juga mengamantkan “Daerah melaksanakan
pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah.” Dengan penjelasan ini kita bisa beranggapan
diwujudkan otonomi daerah diarahkan untuk bagaimana memperbaiki kualitas hidup
masyarakat yang ada di daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan
mengembangkan segala potensi yang ada didaerah pun berdampak langsung pada

proses pembangunan yang ada di daerah.

2.2 Perencanaan pembangunan daerah
Secara konstitusional perencanaan pembangunan di Indonesia di atur

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

5 Undang-Undang 23 tahun 2014
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Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini menyebutkan “Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah™.

perencanaan dalam UU No. 25 tahun 2004, pengertian perencanaan adalah
sebagai berikut :“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia”."”

Sementara beberapa ahli mendefiniskan perencanaan sebagai berikut. Prof.
Drs. Robinson Tarigan mengemukakan “Perencanaan dapat berarti mengetahui dan
menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor
noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan
tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah
untuk mencapai tujuan tersebut’.”® Selanjutnya Friedman mengemukakan
‘Perencanaan adalah cara berpikir tentang masalah sosial dan ekonomi,
perencanaan berorientasi terutama ke masa depan, sangat prihatin dengan
hubungan tujuan untuk keputusan kolektif dan berusaha untuk kelengkapan dalam
kebijakan dan program”.” Sejalan dengan dua ahli sebelumnya Conyers & Hills yang
menjelaskan “Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang
mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan

sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang”.?

1Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1. Ayat (3)
7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1. Ayat (1)
18 Robinson Tarigan,Perencanaan Pembangunan Wilayah,Bumi Aksara, Jakarta, 2005, him. 3.
1 |bid. Hal..4
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berbagai uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa perencanaan adalah;
Proses pemilihan alternatif program yang akan kerjakan di masa yang akan datang
dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mencapai tujaun dan
mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Perencanaan pun
berfungsi sebagia alat yang mempersiapkan gambaran besar yang ingin dikerjakan
agar lebih efektif untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan bagian penting
dalam pengambilan tindakan. Perencanaan memberikan gambaran besar terhadap
apa yang dilakukan sehingga menjadi jelas. Perencanaan juga penting untuk
meningkatkan produktivitas kerja. maka dari itu setiap perencanaan haruslah
dikerjakan dengan sebaik mungkin. Memiliki perencanaan yang baik akan membuat
pekerjaan lebih efektif. Pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan,
penilaian, dan pelaporan merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari
perencanaan. Dalam perencanaan diperlukan pengawasan agar tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan.

Prof. Dr. Sondang P. Siagian mendefinisikan : “Pembangunan sebagai suatu
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nationalbuilding).”*

Michael Todaro seperti dikutip oleh Coralie Bryant dan Louise G. White,
menjelaskan bahwa : “Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup

perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan

2 |bid. hal.5
21 Sondang P. Siagian, 1985, Administrasi Pembangunan,Gunung Agung, Jakarta, hal. 2.
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lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi,
pengurangan kesenjangan (inequality), dan pemberantasan kemiskinan absolut.”?

Hal Ini berarti bahwa pembangunan yang terimplementasi melalui proyek dan
program-program bukan saja perlu membuahkan perubahan dalam hal fisik dan
kongkrit, melainkan juga kemajuan yang mantap dan terus-menerus menuju
perbaikan kondisi kehidupan manusia. Ini berarti bahwa perubahan yang terencana
harus memperhatikan dan berfokus pula pada individu-individu sosial yang ada di
dalam masyarakat guna mencapai pembangunan yang baik serta merupakan proses
menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam mencapai arah dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah daerah
dituntut untuk melakukan perencanaan sebagai tahapan sebelum melaksanakan
pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan haruslah
dilaksankan dengan teliti serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah
guna sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah nantinya.

Arthur W. Lewis (1965) seperi di kutip oleh Sjafrizal mendefinisikan
“Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program
pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan
sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.”?

M. L. Jhingan (1984) yang dikutip kembali oleh Sjafrizal, memberikandefinisi
bahwa : “Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan

pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat

2 Coralie Bryant dan Louise G. White, Op. Cit, hal. 3-4.
» Sjafrizal, 2015, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, hal.
24-25.
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untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu
pula”.®

Perencanaan pembangunan sebagai perencanaan strategis adalah proses
pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu penting dan
bagaimana mengatasinya. Perencanaan strategis menyediakan kerangka kerja
umum untuk menentukan prioritas, membuat pilihan bijak, dan mengalokasikan
sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati.
perencanaan pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan
alternatif-alternatif kebijakan dan program-program yang nantinya akan diambil oleh
pihak pemegang kekuasaan. Kebijakan atau program pembangunan seharusnya
didasarkan pada data dan fakta yang digunakan sebagai bahan dan pijakan dasar
untuk melaksanakan kebijakan dan program dalam memajukan masyarakat yang
ada di daerah, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangka mencapai
tujuan yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan sebagai dokumen penting sangat dibutuhkan
sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun
waktu tertentu. Di mana pemerintah daerah dapat memantau, mengukur target
kinerja, hasil, dan dampak program pembangunan secara jelas dan terarah
berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana juga sebagai alat kontrol
bagi publik terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya
secara transparan dan akuntabel. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

#|bid hal. 25.
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daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya proses
perencanaan pembangunan daerah ini menandakan setiap daerah dituntut untuk
dapat menimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses
pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih
efektif dan efisien. Setiap daerah memiliki permasalahan atau kendala yang
berbeda-beda dalam penyusunan rencana pembangunannya. "Perencanaan
pembangunan daerah merupakan suatu proses pemilihan alternatif tindakan yang
rasional atas pemanfaatan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta
informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilakukan
oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya dengan

melibatkan peran aktif masyarakat™.

2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah

Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan sumber kewenangan baru untuk
mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya
akan mendorong pula proses pembangunan nasional. Dalam melakukan
pembangunan, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan

akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan

s Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, Ctk. Pertama, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan,
Jakarta Timur, 2001, him. 92
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pembangunan yang diharapkan. Dalam undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan
‘(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan
Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan Daerah”.® Penyusunan perencanaan
pembangunan daerah sangat diperlukan sebagai bagian integral dalam
perencanaan pembangunan nasional. Alasannya adalah karena potensi yang ada di
masing-masing daerah sangatlah berbeda, baik dari segi geografis, sumber daya
alam,sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah
daerah dengan berdasarkan undang-undang 23 tahun 2004 berwenang menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan
pembangunan nasional, yang pelaksanaannya dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan Daerah.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah
haruslah terlebih dahulu memebuat dokumen perencanaan pembangunan.
Dokumen perencanaan pembangunan ini dijelaskan dalam undang-undang no. 23
tahun 2014, yang terdiri atas :

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

3. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)*

2% Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 260
27 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 263
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Peningkatan dan pengembangan suatu daerah sangat di tentukan kebijakan
pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan daerah. banyak hal yang
harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat daerah khususnya pemerintah
daerah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya
proses pembangunan daerah sejak dari langkah awal (perencanaan) hingga proses
evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di
daerah dapat terwujud. Dengan kata lain tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari
program pembangunan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah salah
satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada
pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan permendagri nomor 86
tahun 2017. dalam permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan

"RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN".# undang-undang
no.25 tahun 2004 mengamantkan pula bahwa 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah
dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan.

22 permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 12. Ayat (2)
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Penyusunan RPJMD dilakukan setelah mendengarkan visi misi dari Kepala
Daerah. Dengan demikian Penyusunan RPJMD tidak terlepas dari komitmen politik
Kepala Daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Secara teknis, RPJMD
tersebut disusun dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah.
Proses yang dilalui mulai dari perumusan rancangan awal RPJMD, Rancangan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rancangan
RPJMD, Musyawarah Jangka Menengah Daerah, Rancangan Akhir RPJMD dan
Penetapan Perda RPJMD. Dari 6 (enam) tahapan perumusan RPJMD di atas, hanya
satu proses saja yang melibatkan secara utuh para stakeholder pelaku
pembangunan yaitu tahapan Musrenbang RPJMD saat perumusan hasil
kesepakatan dan komitmen stakeholder.

Dalam permendagri juga dituliskan bahwa dalam merumuskan dokumen
perencanaan pembangunan pemerintah daerah melaknsakan dengan beberapa
prinsip

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional

b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan

masing-masing

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana

pembangunan Daerah

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang

dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika

perkembangan Daerah dan nasional.®
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Secara teknokratis, perencanaan dapat membantu pemerintah daerah dalam
memetakan kebutuhan secara komprehensif dan memformulasikan strategi bagi
setiap sektor-unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta
menjalankan fungsi pemerintahan yang baik. selanjutnya dalam pasal 5 dan 6
permendargari 86 tahun 2017 secara lebih detail disebutkan perencaan
pembangunan.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif;

g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan. *

Pasal 6

(1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, vyaitu
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara.

(2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat
mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di

Daerah.

2 permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 4

30 permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 5
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(3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian
keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah
dengan keluaran (output) maksimal.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan
mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses
yang paling optimal.

(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap
kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

(6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak
masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan
pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat
rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi  untuk
mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses
dalam pengambilan kebijakan.

(7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan
target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

(8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan
prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

(9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i,
yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus
menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber

daya alam dan sumber daya manusia.

38



(10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu
pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak
pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya

manusia.®'

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

2.4.Kerang Pikir
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Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Komponen yang perlu
diperhatikan dalam mengadakan penelitian antara lain: pendekatan penelitian,
Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Jenis
data, definisi operasional, dan Analisis Data. ketujuh hal tersebut akan diuraikan
lebih lanjut sebagai berikut:

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam
pendekatan kualitatif akan memfokuskan kepada data yang diambil melalui
wawancara, observasi lapangan, maupun dokumen yang tersedia. Yang diburu
adalah pemahaman terhadap fenomena sosial (siapa melakukan apa) berdasarkan
apa yang terkonstruksi dalam dunia makna atau pemahaman manusia pelakuknya
itu sendiri. Disitulah letak hakekat (esensi) dari apa yang disebut penelitian kualitatif*
. Adapun Karakteristik dari pendekatan kualitatif yakni sebagai berikut:

a.Berpegang pada pandangan bahwa realitas sosial itu bersifat maknawi,
yaitu tak terlepas dari sudut pandang, frame, definisi dan atau makna yang terdapat
pada diri manusia yang memandangnya.

b.Mengacu pada pemikiran teoretis yang menempatkan manusia sebagai
aktor, setidak-tidaknya sebagai agen (bukan sekedar role player) sebagaimana yang
ditawarkan oleh sejumlah aliran teori seperti fenomenologi, etnometodologi,
interaksionisme simbolik, serta teori budaya ideasionalisme.

c.Tertuju untuk memahami makna yang tersembunyi di balik suatu tindakan,

“perilaku”, atau hasil karya yang dijadikan fokus penelitian.

32 Dr. Tjipto Subadi, M.Si, “Metode Penelitian Kualitatif”, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006,
him. 10-11.
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d.Penelitian dilakukan pada latar yang sifatnya alamiah (natural setting),
bukan pada situasi buatan.

e.Dalam pelaksanaan penelitian, instrumen utamanya adalah peneliti itu
sendiri karena dialah yang harus secara jeli dan cerdas menentukan arah
“‘penyelidikan dan penyidikan” (sesuai dengan perkembangan data yang diperoleh)
di dalam proses pengumpulan dan analisa data.

f.Kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung serempak
(simultan), serta prosesnya tidak berlangsung linear sebagaimana studi verikatif
konvensional, melainkan lebih berbentuk siklus dan interaktif antara kegiatan koleksi
data, reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

g.Teknik observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam
proses pengumpulan data di lapangan. Observasi diperlukan untuk memahami
pattern of life yang dijadikan fokus penelitian, sedangkan wawancara mendalam
diperlukan untuk menyingkap dunia makna yang tersembunyi sebagai pattern for
life.

h.Data hasil observasi dan wawancara (termasuk data yang diperoleh dengan
teknik-teknik lain) dijadikan dasar dari konseptualisasi dan kategorisasi, baik dalam
rangka penyusunan deskripsi maupun pengembangan teori (theory building)
sehingga setiap konsep, kategori, deskripsi dan teori yang dihasilkan benar-benar

berdasarkan data.®

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3 |bid., him. 15.
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Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar provinsi
Sulawesi barat, dalam hal ini kantor Balitbangreng dan kantor OPD Kabupaten
Polewali Mandar yang menjadi sampel dalam penelitian. Lokasi ini dipilih
berdasarkan yang telah penulis kemukakan pada latar belakang bahwa kabupaten
Polewali Mandar merupakan daerah yang sedang merintis pembangunannya, dan
RPJMD memiliki peran penting dalam pembangunan, sehingga penulis tertarik
melakukan penelitian mengenai perumusan RPJMD di daerah tersebut.

3.3 Informan Penelitian

Untuk menunjang keakuratan data maka peneliti mengidentifikasi beberapa
informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pemilihan informan dalam
penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel
secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap
bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi
penelitian yang akan dilakukan. Tentunya, informan yang dimaksud adalah mereka-
mereka yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Secara
garis besar, para informan tersebut,
antara lain :

¢ Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
e Balitbangren Polewali Mandar.

e Akademisi yang berpartisipasi dalam proses penyusunan RPJMD

3.4 Jenis Dan Sumber Data

A. Data Primer
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Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung di lapangan dengan
sumber data adalah responden yang dijadikan

sampel, serta pihak-pihak terkait yang dianggap relevan dan memahami
permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian.

B. Data sekunder

Data Sekunder, yaitu data penelitian yang di peroleh dari Instansi terkait,
berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan buku-buku serta hasil
penelitian llmiah yang di anggap relevan dengan masalah dan tujuan

penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti
untuk memperoleh data penelitian yang akurat, luas dan mendalam, yaitu sebagai
berikut:

A.Wawancara Mendalam
Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Dalam penelitian kualitatif, tipe wawancara yang digunakan adalah
wawancara mendalam yaitu suatu proses memperoleh keterangan dan menggali
informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka
antara pewawancara dengan responden atau informan yang diwawancarai secara
mendalam, terbuka dan bebas sesuai dengan masalah dan fokus penelitian Secara
keseluruhan, wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi penelitian

kualitatif dengan metode studi kasus yang umumnya berkenaan dengan urusan
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kemanusiaan. Dimana hal tersebut harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui
penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai
informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik ke dalam
situasi yang berkaitan dengan objek penelitian.*

B.Penelitian lapangan (field research)
Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh
data-data yang diperlukan dalam penelitian.

C.Penelitian kepustakaan (library research)
Penelitian ini dilakukan mengumpulkan data serta mempelajari litearatur-literatur
yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku, atau kepustakaan lain yang berhubungan
erat dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

D.Dokumentasi
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam
dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan
dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga.
Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh
individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber

referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet dll.

3.6 Definisi Operasional
Definisi operasional dibuat dengan tujuan mengoperasionalkan konsep-
konsep atau variabel-variabel penelitian agar dapat diukur dalam menjawab

masalah. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-

3 Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain & Metode (Ed.Revisi), (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), him. 111
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konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan definisi
operasional sebagai berikut

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Balitbangreng dalam menyusun langkah-
langkah strategis yang melibatkan berbagai unsur sebagai pemanfaatan sumber-
sumber daya yang ada dan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam
meningkatkan pembangunan daerah kabupaten Polewali mandar.

2. RPJMD merupakan rencana pembangunan daerah berdurasi 5 tahun yang
didalamnya terdapat penjabaran visi misi pemerintahan daerah. Untuk melihat arah
pembangunan pemerintah daerah selama satu periode yaitu dengan menganalisis
proses penyusunan dengan melihat implementasi prinsip-prinsip penyusunan pada
RPJMD tersebut, serta melihat faktor pendukung dan penghambat dalam
penyusunannya.

3. Penyusunan sebuah RPJMD dalam pelaksanaannya haruslah mengikuti
prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam peraturan yang mempanyungi RPJMD.
Dalam proses penyusunan RPJMD prinisp-prinya antara lain merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah
Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing,mengintegrasikan  rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan
nasional dan juga secara lebiih teknis antara lain : transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
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4. Pelaksanaan RPJMD yang di maksud penulis adalah RPJMD dari
Pemerintah Daerah Polewali Mandar yang menjadi sampel dalam penelitian,
Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Balitbangren kabupaten Polewali
Mandar, komponen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi
Masyarakat, dan pelaku pembangunan (stakeholders) lainnya yang mewakili individu
maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan. Serta juga Akademisi yang
berpartisipasi dalam proses penyusunan RPJMD.

5. Untuk menjelaskan Perumusan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Polewali
Mandar, penulis akan menguraikan kebijakan-kebijakan strategis yang tertuang
dalam RPJMD 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar kemudian menganalisis
proses penyusunannya melalaui Prinsip-Prinsip dalam penysusnan RPJMD.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam
penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Yaitu suatu analisis yang berusaha
mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-
pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang
selanjutkan dideskripsikan dan diinterpretasi serta disimpulkan sebagai jawaban dari

masalah pokok yang diteliti.

BAB IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Profil Daerah Penelitian

4.1.1 luas dan batas wilayah
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Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya bernama
Kabupaten Polewali Mamasa yang secara administratif berada dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya
Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Kabupaten Polewali
Mamasa dirubah menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Nama kabupaten ini resmi
digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006,
setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, tanggal 27
Desember 2005, tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari enam kabupaten
yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah darat
1+2.022.30 Km2 dan luas wilayah laut +460 km2, serta panjang garis pantai £94,12
Km2. Kabupaten Polewali Mandar secara astronomis terletak pada posisi 118053’
57,55”-1190 29' 33,31” Bujur Timur dan 0304’ 7,83"-3032' 3,79” Lintang Selatan.
Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan:

» Kabupaten Mamasa di sebelah Utara;

+ Selat Makassar di sebelah Selatan;

» Kabupaten Pinrang di sebelah Timur; dan

» Kabupaten Majene di sebelah Barat.
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Gambar |. PETA WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kabupaten Polewali Mandar secara administratif terbagi ke dalam 16
kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23 kelurahan. Kecamatan Tubbi
Taramanu merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah £356,95 Km2
atau sekitar 17,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan
yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas

121,34 Km2 atau hanya 1,06 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

4.1.2 kondisi geografis

Topografi wilayah Kabupaten Polewali Mandar menggambarkan secara rinci
tentang bentuk permukaan bumi Kabupaten Polewali Mandar, secara topografi
wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagian besar atau 15-40 persen dari luas
wilayah memiliki topografi berbukit, >40 persen dari luas kabupaten memiliki

topografi bergunung, dan sisanya sekitar <2 persen dari luas kabupaten memiliki
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topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara 41-60 persen dan >60 persen
(>78 persen dari luas kabupaten). Dengan kondisi topografi seperti ini, maka
perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar perlu dilaksanakan
dengan ekstra hati-hati agar sumberdaya alam yang tersedia dapat bermanfaat
secara optimal dan berkelanjutan.

Daerah Kabupaten Polewali Mandar secara geologis terdiri dari enam formasi
batuan, yaitu (Qa) ALUVIUM; (Qpps) NAPAL PAMBAUANG; (Tmpi) BATUAN
TEROBOSAN; (Tmpv) BATUAN GUNUNG APl WAILIMBONG; (Tmm) FORMASI
MANDAR; (Tmpm) FORMASI MAPI; (Tmav) BATUAN GUNUNG API ADANG; dan
(Kls) FORMASI LATIMOJONG. Gerakan-gerakan sesar banyak terdapat di sebelah
barat dengan arah yang bervariasi tapi umumnya berarah Barat Laut — Tenggara.
Sesar ini sebagian besar berada pada Formasi Mandar.

Klimatologi atau kondisi cuaca pada periode tertentu di Kabupaten Polewali
Mandar, selama tahun 2018 tercatat sebanyak 158 hari hujan dengan curah hujan
sebesar 1.860,7 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan
Desember, dengan jumlah hari hujan sebanyak 19 hari dan curah hujan tertinggi
pada bulan Oktober sebanyak 251,3 mm. Sebaliknya, jumlah hari hujan terendah
terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah hari hujan ebanyak 6 hari dan curah
hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 48,9 mm

Gambaran tentang hidrologi adalah memberikan penjelasan secara singkat
tentang potensi sumberdaya air yang ada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar
serta bagaimana pemanfaatannya. Potensi sumberdaya air yang ada di Kabupaten
Polewali Mandar, mulai dari air hujan serta beberapa sumber mata air yang ada di

pegunungan, kemudian mengalir dan membentuk beberapa anak sungai yang
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bermuara ke sungai besar dan selanjutnya mengalir ke tempat yang lebih rendah
hingga sampai

ke laut, system pengaliran air ini membentuk wilayah yang disebut Daerah
Aliran Sungai (DAS), potensi sumberdaya air ini dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan, antara lain sebagai sumber air baku untuk air minum, irigasi pertanian,
kebutuhan industri, atau juga sebagai pembangkit energi listrik, serta sebagai sarana
rekreasi

4.1.3 kondisi sosial ekonomi

4.1.3.1 kondisi demografi

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada
tahun 2018 mencapai 437.662 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah
penduduk Kabupaten Polewali Mandar meningkat sekitar 1,15 persen. Pertumbuhan
penduduk kabupaten Polewali Mandar sempat mengalami perbedaan metode
perhitungan dimana data penduduk pada tahun 2010 merupakan hasil sensus,
sedangkan data tahun sebelum dan sesudah 2010 merupakan data proyeksi.
Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar Didominasi oleh kelompok usia
produktif (15-64 tahun) yang mencapai 65,44 persen dari total penduduk. Penduduk
usia muda (0-14 tahun) menempati urutan kedua terbesar dengan proporsi 29,16
persen dari total penduduk. Sedangkan, penduduk usia tua (65 tahun keatas) hanya
sekitar 5,40 persen dari total penduduk. Secara implisit, rendahnya proporsi
penduduk usia tinggi mengindikasikan rendahnya usia harapan hidup penduduk di
Kabupaten Polewali Manda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah

ini
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Jumlah Penduduk (Jiwa)

417,472 422,793 427,484 432,692 437,662

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2014 2015 2016 2017 2018

Grafik I. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2019

Rasio jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Polewali Mandar sebesar 96,3
yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, dengan
perbandingan setiap 100 perempuan terdapat 96 orang laki-laki. Komposisi ini
disebabkan oleh usia penduduk perempuan yang relatif lebih panjang ketimbang
laki- laki. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Polewali Mandar

mencapai 216 jiwa/km2 . untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Laki - Laki Perempuan

nnnnnnn

Sumber Data : BPS Kabupaten Polevali Mandar, 2019
Grafik Il. Sebaran Penduduk berdasarkan Sex Ratio

4.1.3.2 Aspek Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
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Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB
tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Dimana nilai
PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Polewali Mandar cukup kuat terutama dalam lima tahun
terakhir. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Pertumbuhan Ekonomi

7.31 @9 7.11 " - 3

®
5.26
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber Data ; BFS Kabupaten Polewali Mandar, 2019

Grafik Ill. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar

Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar berasal dari
sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor, serta sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar
sebesar 6,26 persen pada tahun 2018, bersumber dari sektor pertanian sebesar
40,75 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor sebesar 15,49 persen, dan sektor konstruksi sebesar 7,84 persen. Ini
mengindikasikan bahwa peranan ketiga sektor tersebut sangat penting bagi
perekonomian Kabupaten Polewali mandar. Dengan kata lain, jika terjadi
perlambatan pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Polewali Mandar secara keseluruhan akan mengalami perlambatan.
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Struktur ekonomi Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh sektor
pertanian yang menyumbang sekitar 40,75 persen atau hampir setengah dari total
PDRB. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,
merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB dengan peran yang fluktuatif.
Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
terhadap PDRB rata-rata hampir 15,49 persen selama periode 2017-2018.
Sedangkan sektor konstruksi menempati urutan ketiga dengan kontribusi rata-rata
sekitar 7,84 persen per tahun. Secara umum, perekonomian Kabupaten Polewali
Mandar tidak mengalami perubahan struktur ekonomi yang berarti dalam periode
2014-2018.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Kabupaten Polewali
Mandar juga bertumbuh secara konsisten. Dalam periode 2014-2018, PDRB per
kapita Kabupaten Polewali Mandar meningkat dari Rp. 26.290.000,- pada tahun
2017 menjadi Rp. 28.570.000,- pada tahun 2018. Kenaikan ini bergerak lebih cepat
dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk, menyebabkan PDRB per kapita

mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini:
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Sumbeyr Data » 8PS Kabupaten Polewall Mandar, 2019

Grafik IV. PDRB per kapita Kabupaten Polewali Mandar
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Persoalan kemiskinan, masih menjadi isu utama dalam konteks
pembangunan nasional dan daerah. Penanganan permasalahan kemiskinan
memerlukan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program-
program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan
pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda utama
Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 yang harus ditangani secara
terintegrasi dan menunjukkan adanya keberpihakan pada masyarakat kurang
mampu, serta memfasilitasinya agar mampu memenuhi dan mengakses berbagai
pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, guna mengurangi penduduk miskin.

Penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar masih relatif tinggi, walaupun
dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2014 persentase penduduk
miskin sebesar 17,79 persen menjadi 15,97 persen pada tahun 2018. Tingkat

kemiskinan Polewali Mandar dapat dilihak pada grafik berikut ini
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Sumber Data : 8PS Kabupaten Polewall Mandar, 2018

Grafik V. Tingkat kemiskinan Polewali Mandar

4.1.3.3 Aspek IPM
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Pada fokus kesejahteraan sosial ini, kita dapat melihat beberapa aspek yang
terdiri dari: aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH),
Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi
Murni (APM), dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Capaian kualitas hidup tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). IPM di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan paling akseleratif
dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Namun demikian, pada
tahun 2018 IPM Kabupaten Polewali Mandar masih menjadi yang terendah di
Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai IPM sebesar 63,14. Capaian ini menunjukkan
bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Polewali Mandar masih berada
di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Barat (65,10) dan Nasional (71,39). Untuk lebih

jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

G510
G430
G63.60
52.06 ]
62 .24 e
: (. )] &63.143
) LJ 62.35%

(-..\_..4} G1L.S1

L 60.87
Lcllo e
2013 2015 2016 2017 2018
v IPM Polewwali Mandar eI P Sulavwesi Barat

Sumber Data ; BPS Kabupaten Polewall Mandar, 2019
Grafik VI. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Polewali

Mandar

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Polewali
Mandar dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,16 point. Pada
tahun 2014, AMH di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 90,23 persen, meningkat

menjadi 90,39 persen (Data Tahun 2018). Angka ini menunjukkan bahwa masih ada
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9,61 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Polewali Mandar yang

buta huruf. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
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Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewall Mandar, 2019

Grafik VII. Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Polewali Mandar

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan, meskipun

relatif lambat. RLS Kabupaten Polewali Mandar meningkat dari 6,76 pada tahun

2014 menjadi 7,24 pada tahun 2018. Capaian ini menunjukkan bahwa penduduk

Kabupaten Polewali Mandar yang berusia 15 tahun ke atas secara ratarata hanya

mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas satu SMP. Untuk lebih jelasnya,

dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
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Grafik VIIl. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Polewali

Mandar.
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Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan menunjukkan
tren positif. Peningkatan paling signifikan terjadi pada APK SMA, yang meningkat
dari 77,26 persen pada tahun 2014 menjadi 92,43 persen pada tahun 2018. APK
SMP menurun dari 101.12 persen menjadi 85,06 persen pada periode yang sama.
Penurunan paling besar terjadi pada APK SD yang hanya meningkat dari 124,33
persen menjadi 101,28 persen pada periode yang sama. Peningkatan ini
mengindikasikan membaiknya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan
pendidikan. Paralel dengan peningkatan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) di
Kabupaten Polewali Mandar juga cenderung meningkat untuk semua jenjang

pendidikan.

Angka Harapan Hidup (AHH), yang menunjukkan derajat kesehatan
masyarakat secara umum, mengalami tren positif di Kabupaten Polewali Mandar.
Meskipun demikian, AHH Kabupaten Polewali Mandar bergerak perlahan dari 61,14

tahun pada tahun 2014 menjadi 61,97 tahun pada tahun 2018.

4.1.3.4 Aspek Ketenaga Kerjaan
Dalam lima tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di
Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan fluktuatif. Angka TPAK sebesar 68,30
persen pada tahun 2014 menjadi 68,33 persen pada tahun 2015. Dan menurun
pada tahun 2018 menjadi 65,65. Kecenderungan ini secara umum menunjukkan
semakin banyaknya proporsi Angkatan Kerja di Kabupaten Polewali Mandar yang

memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Peningkatan TPAK seiring dengan
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semakin berkembangnya perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dalam

beberapa tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

96.77 97.02 96,34 96.34 96.34
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i Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) —@@- Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Surnber Dada © BPS Kabupaten Polewall Mandar, 2019
Grafi IX. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Polewali

Mandar

Sejak tahun 2014, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten
Polewali Mandar menunjukan pola yang fluktuatif. TPT pada tahun 2014 sebesar
2,98 persen dan kemudian meningkat menjadi 3,66 persen pada tahun 2015 dan
dan meningkat signifikan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 3,94 persen dan 3,17
persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari total Angkatan Kerja di Kabupaten
Polewali Mandar, terdapat 3,17 persen yang tidak bekerja atau belum memperoleh
pekerjaan (menganggur). Peningkatan ini menjadi tampak istimewa karena
berlangsung di tengah meningkatnya TPAK. Pertumbuhan ekonomi yang menurun
ratarata hingga 8,03% per tahun tampaknya berkontribusi terhadap meningkatnya
TPT dan peningkatan TPAK. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut

ini:
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Grafik X. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Polewali Mandar

Tren tingkat pengangguran terbuka sebagaimana ditampilkan pada grafik di
atas, sejalan dengan tren peningkatan jumlah pencari kerja dan penurunan jumlah
pencari kerja yang diserap lapangan kerja. Dalam artian jumlah pencari kerja yang
meningkat setiap tahun disebabkan karena ratarata jumlah penduduk usia angkatan
kerja semakin bertambah sementara daya serap lapangan pekerjaan yang terlihat,
belum mampu mengakomodir. Jumlah pencari kerja laki-laki pada tahun 2018
mengalami peningkatan dibandingkan dengan perempuan. Dimana jumlah pencari

kerja laki-laki sebanyak 865 orang sedangkan perempuan hanya 531 orang

4.1.4 visi misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan tahapan keempat dari penjabaran
Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan
sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga maka RPJMD tahap keempat ini

ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang
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yang berfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan taraf hidup
masyarakat.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam perspektif dokumen RPJMD,
visi berarti kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun yang akan datang
dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang
daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya, permasalahan yang
dihadapi, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan
atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan
selama lima tahun.

Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 kembali melakukan pemilihan
kepala daerah dimana calon incumbent bapak Andi Ibrahim Masdar dan bapak
Muhammad Natsir Rahmat kembali terpilih. Pasangan ini mencalonkan dengan visi
misi sebagai berikut VISi Polewali Mandar Maju Rakyt Sejahterah (POLMAN
MARASA). Polewali Mandar Maju berarti sejajar dengan kabupaten lainnya
terkhusus kawasan timur Indonesia, yaitu maju dari aspek Pemerintahan,
Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi sedangkan Rakyat Sejahterah
berarti Kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, nyaman, dan
bagahagia. dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama dan budaya yang
baik. visi ini kemudian di topang oleh 4 MISI yaitu 1. Mengembangkan sumber daya

manusia yang berkualitas dan religius. 2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
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berbasis Potensi Unggulan desa. 3. Mengembangkan infrastruktur wilayah dan
pemukiman secara optimal 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
berkualitas dan modern

Selanjutnya dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar serta budaya yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka VISI MISI Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar untuk periode RPJMD tahun 2019-2024 sesuai dengan visi kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah “Polewali Mandar Maju, Rakyat
Sejahtera” Rumusan visi mencakup dua pokok visi didalamnya yaitu Maju dan
Rakyat Sejahtera. Kedua pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk
mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Selanjutnya Visi
di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Polewali Mandar Maju : Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan
yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun lebih terdepan jika dibandingkan dengan
daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur dan tata kelola
pemerintahan.

Rakyat SEJAHTERA : Kondisi masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih
baij dan sumberdaya manusia yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya indeks
pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan
tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat®.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar
tersebut, maka dalam RPJMD ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten

Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

35 Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar,
2019, him.191
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1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya

manusia yang berkualitas dan religius

2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah

3. Mengemban infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan

lingkunan

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern®*

Berikut ini perbedaan antara VISI MISI awal Kepala Daerah terpilih dan VISI

MISI yang telah di sempurnakan

VISI MISI masa kampanye dan
pencalonan

VISI MISI setelah perancangan
Teknokratik

VisI
Polewali Mandar Maju Rakyt Sejahterah

(POLMAN MARASA)

Polewali Mandar Maju

Sejajar dengan kabupaten lainnya
terkhusus kawasan timur Indonesia, yaitu
maju dari aspek Pemerintahan,
Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan

Ekonomi.

Rakyat Sejahterah

Kondisi masyarakat yang hidup dalam
keadaan aman, nyaman, dan bagahagia

3|bid. him.192

VISI

Polewali Mandar Maju, Rakyat
Sejahterah

Polewali Mandar MAJU

Kondisi daerah yang menggambarkan
tentang keadaan yang lebih baik dari
masa  sebelumnya  maupun lebih
terdepan jika dibandingkan dengan
daerah lai terutama pada aspek
kemandirian ekonomi, infrastruktur dan

tata kelola pemerintahan.

Rakyat Sejahterah

kondisi masyrakat yang memilik taraf
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dengan mengaktualisasikan nilai-nilai

ajaran agama dan budaya yang baik.

MiSI

1. Mengembangkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan religius.

2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
berbasis Potensi Unggulan desa.

3. Mengembangkan infrastruktur
wilayah dan pemukiman secara optimal.

4. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang berkualitas dan
modern.

Pokok Vis Pakek Yisi
Poleali Mandar Maju

Rakyat Sejahtera

hidup yang lebih baik dan sumber daya

manusia yang berkualitas ditandai
dengan meningkatnya indeks
pembangunan manusia, menurunnya

angka kemiskinan serta terpenuhinya dan
tercukupinya kebutuhan hidup

masyarakat.

MiSI

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat
yang lebih baik dan sumber daya
manusia yang berkualitas dan religius.

2. Memperkuat Kemandirian ekonomi
berbasis potensi unggulan wilayah.

3. Mengembangkan infrastruktur
berkualitas dan terintegrasi serta
berwawasan lingkungan.

4. Memantapkan tata kelola
pemerintahan yang berkualitas dan
modern.

Mevagqudan tauf Mergembanghan
:".-;“ e Memperinat hemarcirion intrastrukt o berbuitas tata kol pemerintahan
potessi unggden wieysh dai i Megras serta by e Las. il
M""‘ﬁn—m‘ﬂm bermwarsan lingbargan der
Pokok Visi Fokok Visi

Polrwali Mandar Maje

Prlpwall Mands Maju
37

Gambar Il. Keterkaitan VISI dan MISI RPJMD Kabupaten Polewali mandar

¥ ibid
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Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar

1. Meningkatnya taraf hidup dan kualitas sumber
daya masyarakal.

3. Meningkatnya kualtas pembangunan infrastruktur
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

2. Meningkainya daya saing ekonomi yang merata
dan berkualitas. 4. Meningkainya kualtas imgkungan hidup.

5. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel
dan modem,

Tabel | Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali

Mandar Tahun 2019-2024.

3 |bid. HIm 193
65



Dalam turunan yang lebih lanjut dapat diliaht pada tabel berikut ini

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA

taraf hickip kit sumber Manusts [[PM)
masyarakat yang)| deya masyarskal ka 1507, | 400 | [300%m | Ln00°% | 100%% | 9.50% 5,50 B00%
lebih bak dan kemiskinan
[Fumbeer daya 1. Meningkatnyz ka 1557% | 14,00 13,00% 12,00P% 10,75% 9,50 9 50% B,00%:
Manusia yeng kesejahtersan  [kemiskinan
bestanlitng dan | st
religis 2. Berouranamya . | Tinglkat 66,61% | 67,20% 67, 98% 68,65% £9,33% | 70,000 T0,00% 70,685
IAnghatan Kera
(TRAK)
ITingieak 3.92% 3,B% 1,81% 3,75% 3,700 364% 3.64% 359%
Pengangouran
Terbu ks [TPT]
B Meninghatiys Skt paka 79,02 &1,22 a341 B5,61 780 0,00 0,00 92,30
ketahanan pangan |pangan harapan
PengehiarEn Wp. | Rp. 705,603 | Ap. 788,530 | Rp. B06.655 | Rp. B26.875| Rp. 849,507 | Rp. 846507 | Ap. BA0.587
konsums rata- | 699,721
rata perkapka
M. Berkembangnya  (Persentase desa | 1,39% 4,86 0, 72% 14, 55% 19,44% 25,00 25,00% 30, 6%
wsaha skonomi |mal dan
Jokal mrdiri
% Meningkatnya Ratarata Lama |7,19 tahun| 7,30 tahan | 7,40 Shan | 7,51 tahun | 7,62 tahun | 772 tahum | 7,72 tahun | 7,83 tahun
kualtzs Schrlah [RLS)
pandicikan Harapan Lama 13,31 | 1361 tahun | 13,90 tahwn | 14,20 @han | 14,50 tahun | 14,80 tahn| 14,80 thun | 15,10 tahun
Sekolah [HLS) | tBhen _ . _ _ i
B Meningkabtya  |Angka Harapan | G187 | 62,17 tahun | B2,36 tabwn | 62,59 sahan | 62,79 tahur | 63,00 tahun| 63,00 t=hon | 43,11 tahon
derajat Hicup (AHH] tahaan
sesahatan
7. Mefingkatya  |Inceis 9148 1,75 920 G227 92,54 92,80 92,80 93,07
WuBlaS hidup  |Pebangunan
perempuan dan  (Gendar [IPG)
s Predikat Pratama | Praama | Palama | Pamma | Madya WLA kLA KLA
Kabupaten
Layak dnak
[N
)
FICEEE e ek tiva Persentase 7,335 7,36% 7,35 TAL% 7,440 7,465 7, A P
memperost | daya saing pertumibaham
Hemandirian ekanaml yang ehonomi
Ekonomi merata dan
Bewbasis potermi |berkualitas 1. Meningkabiya  |Persenlsse |aju T A 10,53% 14,45% 17,06% 21,48%: 24,908, 24,900 28, 51%
ursggulan daya saing pertumbuhan
Wikyah uEaha incustn |PDAE seidor
pangolshan dan (indsti
perdagangan  |pengolahan
Persantase 3 | 7,55% 2,80% 12,14% 14,34% 1873% | 19,03% 19,05% 31,33%
perturnbuhan
PORA selior
perdagangan
beesar dan
eoeran
2. HGI'I.'I]IGI:IT.I.: Jumnlah EBE.J9 B0, D00 1,100,000 1. 00, D L.700.000 | 000000 2.000. D00 3400, 000
daya sang vetsatamwan DOrang oy e Orarg Ol O ‘Orang Orang
wsaha pariwisala " "
daerah
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dusrah:
- PMDH 14530, (LTOLAE0000 | 200 PES. 000 (215, 750,000 [F37. 650, 000 35, (00, LA S 3S 000 282 350,000
(P U] mr
= Pied (R D3O [} L0003 | OG0 | RO00DG | ZO000000 | 2000000 | s00000000 | 2000000
4, Meningestys | Persentaes aju | B0 A 106 13.207% L3060 150 1500 L8, 1%

PLRE sedior
sekior pertarian
s parieanan | kefwtanan dan
perikanan

Eats kmiols yang beruh, Birckras

ENCEER 1. Mennghang ks Bk, £5.108 8,47 BLEP 0,58 mnmn ] ma
4 Lainch Jaiakzs Infrasrubdur
[-petruktur pemhangunan (3 Weningiainge | Angla I | X0 hegadan] 200 kejedon | 1A bajedan | 250 kjadian |10 keedan| L0 kejakn | G0 kegedan
berkuainas o inlraraktus wineris kaosiyeasn Wy | bejakan
L T it s g araar lias
berpeawasan wstem
haghungan Hia puar b
LI Maringhatnye | Persenlace jdan | 95, 74% | 4a1T% S150R SE A% | GO,b60% | BEBL%W BE,BL% L%
uaitas dalas kondisl
mfratnakius marntap
iy
1.3 Werirgiainys | Persmiass BT T BLEMR | BLGBr% | BLiW 8,124 B, B2
ann Jewingen irigasl
wifestrubtur | dalas kondks
Jaringan ingasl | bak
LA Meninghialngs | Isceks B, AT AR ™,17% TLE%R 73,530 78, 30% 78 I0% 77,10%
Infrastrubkaer
infrastrukdyr permezkiman
TR
2. Msningestrs Techekn it | £250% | 04, 00% 850 e00% | GROML | PO TR TARE
Inghurigan
"m.'m e
. 1M | % a5 M ETA0% | BROOW | TOO00 0 00

Pemeriniahan  Glntbe dan | Menngkstys -Predikat Egtem
'yana] Dercua e modem s tata kekela AR
dan Mot pemannsaban. Hinerjs Jresjpres

1.MmE

ERET

3

2,083

3

1740

2,51

01

75

R

30

317

[Sangan bait

Sangat bak

[Eangat bak

=T

FEangan baik

39

Tabel Il Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten

Polewali Mandar Tahun 2019-2024

% |bid. HIm 195-196
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4.2 Pembahasan

Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan sebuah perencanaan
pembangunan merupakan sebuah hal yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut
diharpakan akan membuat sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang betul-betul berkualitas dan mengakomodasi setiap kepentingan yang ada di
suatu daerah.

Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD)merupakan salah
satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada
pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, undang-
undang tersebut mengamantkan pula bahwa 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah
dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
tersebut harus dapat diselesaikan kemudian ditetapkan. namun pada akhirnya
berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, masa penyusunan RPJMD
tersebut diperpanjang menjadi maksimum 6 (Enam) bulan sesudah kepala daerah
resmi dilantik. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJMD
dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih lanjut lagi
bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini setiap
SKPD serta pihak pendukung lainnya dituntut untuk melaksanakan dengan baik dan
maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen
perencaaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
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Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6
(enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten
Polewali Mandar dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu
rangkaian proses yang berurutan yaitu meliputi :

(1)persiapan penyusunan RPJMD;

(2)penyusunan rancangan awal RPJMD;

(8)penyusunan rancangan RPJMD;

(4)pelaksanaan musrenbang RPJMD;

(5)perumusan rancangan akhir RPJMD; dan

(6)penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

4.2.1 Implemenrasi Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD

Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan sebuah perencanaan
pembangunan merupakan sebuah hal yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut
diharpakan akan membuat sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang betul-betul berkualitas dan mengakomodasi setiap kepentingan yang ada di

suatu daerah.
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Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan
yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan
pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM/RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan/ Rencana Kerja
Pemerintah (RKP/RKPD). RPJP/RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan RPJM/ RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan RKP/RKPD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD merupakan dokumen
perencanaan 5 (lima) tahunan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan
RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan
RTRW kabupaten lainnya.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 ini akan menjadi
pedoman Kkerja bagi Kepala Daerah terpilih beserta perangkatnya dalam
melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada
masyarakat, dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap

akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. RPJMD akan dijabarkan setiap
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tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada
Tahun 2018 menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar terpilih periode
2019-2024 yaitu pasangan H. Andi Ibrahim Masdar dan H.M. Natsir Rahmat yang
telah dilantik pada tanggal 8 Januari 2019. Selanjutnya sesuai dengan amanat
undang-undang, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019- 2024. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 20192024 adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan
visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2019-2024 ini memuat visi, misi, dan program kepala
daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Proses
penyusunannya menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik,
teknokratik, dan partisipatif. @~ Pendekatan politk memandang bahwa pemilihan
Kepala Daerah adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih
menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang
ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Selanjutnya, bahwa penyusunan
Dokumen RPJMD ini tetap memperhatikan konsepsi tujuan pembangunan
berkelanjutan (TPB) atau Suistainable Development Goals (SDGs) untuk
memastikan tujuan target dan indikator TPB telah terintegrasi ke dalam Dokumen

RPJMD, termasuk mengakomodir rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup
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Strategis (KLHS) hal ini bertujuan menyusun rencana pembangunan yang
menggunakan analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah di atur secara lebih teknis dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tata cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD
dan RPJMD, Serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. dalam
peraturan ini pemerintah daerah terdapat prinsip-prinsip yang harus pemerintah
daerah lakukan dalam melakukan perencaan sebuah RPJMD. prinsip-prinsip
tersebut tertuang di dalam pasal 4-6.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah dengan prinsip-

prinsip, meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;

b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
Daerah; dan

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 5
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Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e.
akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan

lingkungan; dan j. berkelanjutan.

Pasal 6

(1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara.

(2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat
mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di
Daerah.

(3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu
pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau
masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu
kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara
atau proses yang paling optimal.

(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap
kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
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(6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan
hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan
pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat
rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk
mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses
dalam pengambilan kebijakan.

(7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu
penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk
mencapainya.

(8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan,
gender dan usia.

(9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus
menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber
daya alam dan sumber daya manusia.

(10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu
pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa Kini
dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak
pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya

manusia.
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Pada bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana pemerintah daerah
polewali mandar dalam proses perumusan RPJMD 2019-2024 melaksanakan
prinsip-prinsip yang telah menjadi pedoman dalam perumusan sebuah dokumen

rencana pembangunan.

PASAL 4

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi,
misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam
menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya
memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas Perangkat Daerah dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan bagian
yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dalam penyusunannya
RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJP
Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta RPJPD
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 20172022. menurut pak Gunawan :
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"Bahwa rpjmd ini kita susun dia itu sinkron atau merupakan satu kesatuan dengan sistem
perencanaan pembangunan nasiona.l jadi rpjmd Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 itu
sinkronisasi dengan rpjmd nasional kemudian rpjmd Provinsi Sulawesi barat dan lahirlah pokok-pokok
masalah yang ada berdasarkan isu-isu nasional dan provinsi dan kita juga menganalisa isu yang
ada di Kabupaten polman sendiri lalu kita rumuskan lalu kita buat dalam bentuk rpjmd 2019-2024

b Diperhatikan

lDI]lbnlrk!rl

RKPD
KABUPATEN

41

Gambar Ill. Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencaan lainnya.

Adapun isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan nasional dan
provinsi Sulawesi Barat sendiri adalah sebagai berikut

ISU STRATEGIS NASIONAL

1. Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terpencil

3. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

4. Stunting

5. Pembangunan Sektor Unggulan

6. Pemerataan Pembangunan Antar dan Intra Wilayah

7. Standar Pelayanan Minimum

Untuk ISU PROVINSI SULAWESI BARAT

4 Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

4 Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar,2019,
him. 23
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Beberapa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat yang
teridentifikasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi (RPJMD
Sulawesi Barat 2017-2022), antara lain :

1.Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pembangunan

Pendidikan dan Kesehatan;

2. Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Sulbar “go clean and green”;

3.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis;

4.Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas;

5.Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;

6.Indeks Gini Ratio;

7.Disparitas Wilayah;

8.Penanggulangan Kemiskinan;

9.Pengangguran dan ketenagakerjaan;

10.Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS);

11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

12.Ketahanan Pangan,;

13.Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;

14.Pengembangan Industri;

15.Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;

16.Kualitas demokrasi;

17.Keamanan dan ketertiban daerah;

18.Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

19.Ketahanan Energi (energi baru terbarukan);
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20.Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Isu Strategis Kabupaten Polewali Mandar

1) Kemiskinan ; Kemiskinan merupakan salah satu target utama dalam
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sampai saat ini Kabupaten
Polewali Mandar masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh
tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar.
Hingga tahun 2018 sebaran penduduk miskin di Sulawesi Barat,

dominan berada di Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi ini mengharuskan
kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar lima tahun ke depan
harus secara terintegrasi dan terpadu antar sektor serta terkoordinasi secara vertikal
untuk secara sinergis mengimplementasikan program-program penanggulangan
kemiskinan secara nyata.

2) Kualitas Sumberdaya Manusia ; Kondisi kualitas sumber daya manusia di
Kabupaten Polewali Mandar yang masih rendah ditandai oleh Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang rendah. Meskipun IPM Kabupaten Polewali Mandar
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun IPM Kabupaten Polewali
Mandar merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten di

Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu masih dibutuhkan upaya pembangunan
yang serius dan konsisten di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan
kemampuan ekonomi masyarakat agar kualitas sumber daya manusia Kabupaten
Polewali Mandar dapat sejajar dan bahkan melebihi kabupaten lainnya di Sulawesi

Barat, bahkan daerah lainnya di Indonesia.
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3) Infrastruktur Wilayah dan Permukiman ; Ketersediaan infrastruktur dasar
seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik, air bersih dan perumahan di
Kabupaten Polewali Mandar masih belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan
secara optimal baik sisi kuantitas maupun kualitasnya. Masalah infrastruktur menjadi
masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Polewali Mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber
ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di
daerah. Oleh karena itu isu pemerataan pembangunan infrastruktur masih perlu
mendapatkan perhatian pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Fokus di bidang
infrastruktur, dikaitkan dengan infrastruktur wilayah dan infrastruktur permukiman.
Infrastruktur wilayah dimaksud adalah infrastruktur jaringan transportasi dan
infrastruktur  jaringan irigasi, sedangkan infrastruktur permukiman adalah
infrastruktur air minum dan sanitasi, jalan lingkungan dan drainase, serta masalah
hunian yang tidak layak (rumah tidak layak huni).

4) Pertumbuhan Ekonomi berkualitas ; Ketersediaan sumber daya alam yang
melimpah di Kabupaten Polewali Mandar belum bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara memadai. Karena itu pengembangan potensi perekonomian
rakyat baik pada sektor pertanian sebagai sektor basis maupun sektorsektor lainnya
seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman
modal perlu terus ditingkatkan. Selain itu peran UMKM, industri kecil/rumah tangga,
dan koperasi perlu didorong guna memberikan kontribusi yang nyata bagi
penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan

ekonomi daerah. Orientasi perbesaran skala ekonomi dan peningkatan produktivitas
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harus menjadi isu pokok agar masyarakat dapat keluar dari lingkaran
kemiskinannya.

5) Kerawanan Pangan ; Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia agar
dapat hidup dan beraktivitas, dimana kondisi terpenuhinya kebutuhan ini dikenal
dengan istilah ketahanan pangan. Rawan pangan merupakan suatu kondisi tidak
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau. Gizi buruk pada balita merupakan masalah pangan dan gizi yang
menjadi outcome situasi ketahanan pangan wilayah. Menurunkan tingkat kerawanan
pangan dan gizi merupakan tantangan bagi pihak perencana dan pengambil
kebijakan karena masalah kerawanan pangan dan gizi merupakan permasalahan
multi-efek dan multi-sektor yang memerlukan analisis mendalam. Usaha-usaha
mencegah permasalahan kerawanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar harus
dilakukan sedini mungkin dengan adanya deteksi untuk melihat kondisi kerawanan
pangan di daerah desa dan perkotaan.

6) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara
Berkelanjutan ; Permasalahan yang sangat berkaitan dengan pengembangan
wilayah di Kabupaten Polewali Mandar adalah pembangunan yang berwawasan
lingkungan, dimana diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi sumber
daya alam dan lingkungan hidup yang serasi. Pembangunan Kabupaten Polewali
Mandar yang strategis harus berwawasan lingkungan, sehingga diperlukan
upayaupaya untuk mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Demikian juga upaya pengelolaan sampah serta pengembangan kawasan-kawasan
terbuka hijau perlu mendapatkan perhatian guna menjaga keseimbangan ekosistem
Antisipasi dini pada sejumlah daerah rawan bencana juga harus menjadi perhatian
dalam lima tahun ke depan.

7) Tata Kelola Pemerintahan ; Seiring dengan perkembangan permasalahan
sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka dan kritis di
Kabupaten Polewali Mandar, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat,
terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar, masih menghadapi beberapa permasalahan pada
aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan,
akuntabilitas Kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-
undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan
sistematis. Selain penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas
aparat juga menjadi sebuah keharusan untuk menjamin peningkatan kapasitas dan
profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga
semakin kompleks.*?

Adapun bagaimana isu-isu startegis yang menjadi bahan acuan untuk
menjadi sasaran pembangunan daerah Sulawesi Barat tahun 2017-2022 telah juga
menjadi pedoman utama sasaran pembangunan daerah Kabupaten Polewali

Mandar tahun 2019-2024. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel berikut.

42 Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar,2019,
him. 185-187
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Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah

Provinsi Sulawesl Barat Tahun 2017-2022  Kabupaten Polewall Mandar Tahun 2019-2024

Menngkatrya deraj@at pendidikan dalam
mewarudkan kualias manusa yang tngg
Menmngkatrya derajat kesehatan dalam
mewujudkcan kuslitas manusia yang tnggi
Berkembangnya kefwdupan masyarakat
yang berbudaya, tertib dan tenteram
Menngkatrya kapasitas kelembagaan untuk
perwujudan pemenntahan yang akuntabel
dan moden

Menmgkatrya kualitas kompetens ASN
untuk perwujudan pemerntahan yang
LEfpefCayE

Menngkatrya kapastas nfrastruktur dalam
menunang perekonomian. dacrabh,
maobilitas penduduk, serta pemukiman dan
perumahan

Menngkatnya konekiratas antara wilayah
pulans kecil dengan daratan utama dan
ankara desa dengan kota dalam
mengurangi disparitas wilayah

Terwupdnya pertumbuhan ekonomi
berkualtas

Menmgkatnya daya saing chonomi inkal

Terpelharanya daya dukung dan kualtas
Ingkungan hidup

- Meningkatrya  kualitas pendidikan

- Menngkatnya derajat keschatan

- Meningkatiya kusalitas hidup perempuan dan anak

- Berlourangrya pengangguran
- Meningkatiya kesejahteraan masyarakat

Meninghatnya kuabtas @ta kelola permenntahan

- Meningiatiya knsalitas infrastruktur jalan
- Meningkatnya kusalitas infrastrukbur jaringan irigasi
- Meningkatiya ksalitas infrastrukdur permakiman

Meningkatnya kinerja penmyelengoaraan sistem
transportasi

- Meningkatiya daya sang usaha industn
pengelahan dan perdagangan
Merungkatinya daya sang usaha parnvesata dasrah
Meningkalinys peeratanm p-:-r!ulrlhulun Skt o
pertanian dan perikanan
Meningkatiya investasi daerah
Berkembangmnya usaha ekonomi lokal
Meningkatnya ketahanan pangan

Meninghkatnya kelestanan inghungan hdup

43

Tabel Ill. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun

2017-2022 Dengan Sasaran Pembangunan Daerah Polewali Mandar Tahun 2019-

2024

Dari penjabaran sebekumnya kita bisa melihat bahwa rumusan isu strategis

yang dirumuskan oleh pemerintah polewali mandar telah mengintegrasikan berbagai

macam isu strategis yang ada baik itu di level nasional maupun provinsi. lebih lanjut

lagi menurut pak Darwin ;

“Pertama perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi
Barat itu menjadi dokumen-dokumen perencanaan yang harus dintegrasikan dengan penyusunan
rpjmd polman. Artinya bahwa penyusunan rpjmd Polewali Mandar ini memperhatikan berbagai isu.
baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional khususnya di Sulawesi Barat dan tentu RPJMD
POLMAN ini dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada di atasnya."™*

4 |bid. HIm. 194

4 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
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b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah
dalam jangka waktu tertentu. dengan hal ini Perencanaan juga merupakan proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.maka dari itu sangat penting
sebuah perencanaan pembangunanan dalam proses perencanaanya melibatkan
seluruh stakeholder.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tujuan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk (1) mendukung koordinasi
antarpelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah,
maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan
partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Merujuk pada undang-undang
tersebut, jelas sudah bahwa perencanaan partisipatif telah menjadi agenda nasional
dalam menjalankan perencanaan pembangunan. dalam undang-undang ini sangat
jelas juga dimaksudkan bahwa sebuah perencaan pembangunan harus melibatkan
berbagai stake holder atau para pemangku kepentingan yang ada. “Partisipasi

menyeluruh tersebut dibangun diatas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah
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diberi kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas
berpartisipasi secara konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki
kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan
pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan
kebijakan yang kredibel”.*

Pemangku kepentingan disini didefinisikan sebagai kelompok atau individu
yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh setiap kebijakan yang diambil
oleh pemerintah. Dalam perencanaan pembangunan daerah pemangku kepentingan
kemudian dapat diartikan sebagai pihak-pihak (individu atau kelompok) yang
memiliki kepentingan dan pengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah.
Proses partisipatif berhubungan erat dengan alasan yang mendasari pemangku
kepentingan untuk terlibat dan dilibatkan dalam suatu kegiatan hingga pengambilan

keputusan atau kebijakan menurut pak Gunawan :

"dalam proses penyusunan rpjmd ini kita lalui proses yang panjang mulai dari penyusunan
rancangan awal sampai dengan penetapan rpjmd ini.kita menyusun melewati tahap yang panjang.
kita melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau Stake holder mulai dari pemerintah kemudian
lembaga-lembaga sosial masyarakat atau NGO, kemudian kita berdiskusi atau koordinasi tingkat
pusat dan tingkat provinsi, kemudian kita juga melibatkan tenaga ahli, kemudian kita juga melibatkan
unsur-unsur lembaga pendidikan dan itu kita jadikan masukkan semua. sehingga melahirkan satu
kesatuan dokumen yang menjadi rpjmd yang utuh. Kita juga mengadakan konsultasi publik dalam
proses penyusunan rpjmd dan konsultasi publik tadi itu menggunakan tenaga ahli dan berkonsultasi
kepihak Kementerian konsultasi ke provinsi. kementrian tempat kita konsultasi itu bukan hanya satu
kita konsultasi ke Mendagri, drijen bina bangda, kemudian kita konsultasi ke Bappenas sebagai salah
satu induk dari perencanaan ditingkat nasional itu sendiri, kemudian kita juga berkonsultasi
kemenpan-rb Republik Indonesia "¢

Lebih lanjut menurut pak Darwin ;

% Juanda Nawawi. (2012). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal
limiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 (19-29).
4 Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
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‘pemerintah daerah bersama bersama pemangku kepentingan Iftu sudah dilibatkan dengan
pelibatannya dalam bentuk partisipasi Jadi kita mulai dari awal kita melaksanakan teknokratik terlebih
dahulu. penyusunan rpjmd teknokratik ini sudah melibatkan tenaga ahli dan beberapa pihak yang
berkepentingan termasuk penyiapan data dari BPS terutama untuk melihat capaian-capaian makro
tingkat daerah. Jadi pemangku kepentingan ini berdasarkan peran dan kewenangannya itu kita
libatkan dalam proses perencanaan jadi proses perencanaan yang sifatnya partisipatif itu beberapa
kali kita laksanakan konsultasi publik kemudian musrembang Kemudian tentu karena ini nantinya
menjadi produk Perda di DPR sehingga melibatkan DPRD dalam pembahasannya serta juga

tahapan2 yang sudah jelas dan itu yang kemudian kita ikuti di dalam Permendagri 86 2017
Pertemuan antara berbagai pemangku kepentingan ini tentu akan membentuk

suatu proses diskusi dan tarik menarik kepentingan karena adanya persamaan

ataupun perbedaan pendapat. Dengan adanya proses diskusi tersebut, diharapkan

hasil perencanaan pada setiap tingkatan yang ada akan menjadi dasar yang kuat

untuk dibawa pada tahap selanjutnya. seperti juga yang disampaikan oleh pak Farid

‘masing-masing anggota DPRD setelah melakukan reses di daerah pemilihan masing-
masing dan selanjutnya, pimpinan bertugas untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tersebut
dalam forum musrembang dan kemudian itu juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam
menetapkan rencana dan program Kerja dan anggota DPR di dalam mencermati dan mencatat
aspirasi yang berkembang di daerah pemilihan masing-masing ini juga tidak terlepas dari apa yang

telah ditetapkan dalam rpjmd secra makro”. *

lanjut pak Farid memparkan

“Jujur saja kita akui bahwa selama ini pokok2 pikiran kitaa dalam polewali mandar ini harus di
akui secara kolektiv itu belum terserap dengan baik. kedepan kita berharap di periode kedua bupati
Polewali Mandar lebih bisa mengakodir pokok-pokok pikiran yang ada”.

Berdasarkan apa yang dimuat di atas di sini kita bisa melihat bagaiamana
panjangnya sebuah proses perencanaan pembangunan dan hal ini mengandaikan
bahwa proses perencanaan pembangunan yang benar dan baik adalah sebuah
proses yang benar-benar bisa mengakomodasi setiap pemangku kepentingan yang

ada terlepas bagaimana nanti ide-ide atau pokok pikirannya bisa teraktualisasi pada

47 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
¢ Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2019 pada hari selasa
tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.30 wita
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proses pembangunan nantinya. “Dalam konteks demoktatisasi disini adalah
partisipasi masyarakat secara mandiri dengan keswadayaan, yang mengandung arti
yang luas daripada sekedar perimbangan tanggung jawab pembiayaan
pembangunan. Konsep mandiri berarti perimbangan kekuatan antara masyarakat
desa dan negara dalam menentukan arah tujuan perubahan sosial yang terjadi

dalam masyarakat”.*

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
Daerah.

Rencana pembangunan yang telah ditetapkan selayaknya mengakomodir
program/kegiatan/kebijakan dari rencana pembangunan lain yang telah lebih dulu
ditetapkan atau secara hirarki lebih tinggi. Keterpaduan rencana pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) menjadi hal yang mutlak dilakukan demi pencapaian
kualitas pembangunan di suatu kawasan/daerah.

Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan
menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. menurut pak Gunawan ;

4 Andi M. Rusli, Ashar Prawitno, Faried Ali (2011). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten
Gowa. Government: Jurnal llImu Pemerintahan
Volume 4, Nomor 1, Januari 2011 (45-52)
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‘kemudian rpjmd kita ini Tentunya tidak terlepas dengan isu-isu strategis yang ada rencana
tata ruang wilayah dan KLHS. rencana tata ruang itu itu juga kita integrasikan jadi kita menyusun

RPJM ini berdasarkan KLHS yang ada jadi itu ada kemudian itu kita jadikan acuan untuk menyusun

rpjmd ini”.*°

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2012-2032, telah ditetapkan arah pengembangan pembangunan dan tata
ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan
pembangunan yang tertuang dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran,
strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola
pemanfaatan ruang kabupaten.®

Lebih lanjut menurut pak Darwin ;

‘kemudian rpjmd ini juga tidak bisa dilepaskan dari dokumen-dokumen lain antara lain rtrw
dokumen-dokumen tata ruang yang baik itu tadi maupun RDTR kawasan perkotaan sekarang ini kan
ada tempat yang sementara disusun dalam bentuk rdtr dan ini semua menjadi penunjang

penyusunan rpjmd di penyusunan rpjmd ini sesuai regulasi ya Permendagri 86 tahun 2017 itu

sendiri”.%?

Berdasarkan uraian tersebut kita melihat dalam kerangka kebijakan
perencanaan pembangunan suatu wilayah sangatlah penting mendasarkan pada
data dari perencaan spasial atau tata ruang dari sebuah wilayah. pemerintah daerah
Polewali Mandar dalam hal ini telah menyusun RPJMD Dengan juga mensinergikan
dengan perencaan tata ruang dari sebuah wilayah dan ini kita bisa lihat fokusnya

poin 6 isu startegis Polewali Mandar.

0 Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
st Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar, 2019,
him. 23
52 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
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d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan
lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun
dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis
dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau road map yang menjelaskan
bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan
strategi-strategi yang dipilih. dalam proses perumusan rpjmd pemerintah Polewali
Mandar juga terlebih dahulu merumuskan masalah-masalah pokok yang ada di
Polewali Mandar itu sendiri. menurut ibu syamsuduha :

‘perumusan rpjmd dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah. sesuai dengan definisi tadi jelas kita melaksanakannya karena dasar untuk
melakukan perencanaan adalah apa yang menjadi potensi dan apa kondisi terkini yang kemudian
menjadi permasalahan pembangunan yang dirumuskan di dalam rpjmd™>.

Dalam dokumen rpjmd Polewali Mandar sendiri terdapat 7 masalah pokok yg
dirumuskan

1) Tingginya Kemiskinan

2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (IPM)

3) Rendahnya Daya Saing Investasi Usaha Ekonomi Daerah

4) Belum Optimalnya Pemerataan Ketahanan Pangan Daerah

5) Belum Optimalnya Kondisi Infrastruktur

6) Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup®*

53 Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari
senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.
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7) Belum Optimalnya Kualitas Reformasi Birokrasi

Lanjut menurut pak Gunawan ;

‘kita menyusun RPJMD ini sesuai dengan potensi yang ada kita merumuskan isu-isu
strategis permasalahan pokok, kemudian kita rumuskan menjadi masalah sehingga menjadi Akar
masalah yang kita ramu dalam kegiatan-kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah dan masalah
pokok yang ada di polman selama kurun waktu 5 tahun dan itu proses itu kita sudah buat secara
runut dan runtut yang kita kenal dengan proses cascading jadi proses cascading itu telah kita lakukan
dan berjalan dengan sangat baik.’*

Berdasarkan paparan di atas kita dapat melihat Permasalahan pembangunan
di daerah Kabupaten Polewali Mandar dirumuskan berdasarkan identifikasi dari
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja
pembangunan daerah pada periode sebelumnya, khususnya terkait dengan
kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang
dimilikinya. Hal ini juga dapat diidentifikasi dari seluruh bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung
jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan dua hal yang tidak
dapat dipisahkan dan saling terkait. Permasalahan pembangunan daerah
menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai
harapan dan merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang
dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang akan dicapai di

masa depan.

s Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar,2019,
him.167-170
55 Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
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Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e.
akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan

lingkungan; dan j. Berkelanjutan

Pasal 6

(1) TRANSPARAN

Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara..
Sebuah perencanaan pemabangunan seharusnya dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat
dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dalam proses pembentukannya. Dengan
ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi
sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi
masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya
akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak
proporsional.

Dengan adanya prinsip ini maka dalam proses penyusunan rpjmd seharusnya
dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah,
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yakni informasi tentang Kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya. menurut
pak Gunawan ;

"penyusunan rpjmd Polewali Mandar 2019 2024 itu sudah sangat sesuai dan dirumuskan
sesuai prinsip-prinsip atau hal-hal yang dipersyaratkan dalam penyusunan rpjmd ini. perumusan kita
itu dirumuskan secara transparan kita rumuskan secara transparan itu artinya kita harus membuka

diri kita melibatkan semua stakeholder yang ada dengan kita melaksanakan konsultasi publik".*®
Menurut Ratminto dan  Winarsih  Transparansi dalam  konteks
penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh
semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah
dimengerti®’. dengan definisi berarti tujuan dari transparansi adalah membangun
rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus
memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi yang
berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses

pemerintahan. lanjut menurut pak Darwin ;

"kemudian rencana pembangunan daerah ini dirumuskan secara transparan artinya
melibatkan banyak pihak sehingga kemudian kita anggap sebagai dokumen yang sifatnya mesti
transparan kita menjaring aspirasi melibatkan beberapa pihak antara lain kalau dari sisi kelembagaan
kita melibatkan kementrian PANRB dan pasti melibatkan Bappenas, kita juga melibatkan

Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan pengarahan untuk bisa melahirkan

dokumen yang kita susun".*®

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan
dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan
keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria

yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka

¢ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
57 Ratminto & Atik S.W. (2005) Manajemen Pelayanan:Pengembangan Model Konseptual, PenerapanCitizen’s
Charter dan Standar Pelayanan Minimal.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hal 23
¢ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
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berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan. “Dengan memberikan
kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi
mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya
masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.
Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan duku-ngan
kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar
pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik”.* penting juga untuk selalu
diingat bahwa Transparansi informasi adalah salah satu syarat penting untuk
menciptakan Good Governance. beberapa poin penting terkait bagaimana
penerapan prinsip good governence sendiri hadir dalam beberapa prinsip-prinsip

penyusunan sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

(2) Responsif.

Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat
mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
Cetak biru dari sebuah perencanaan juga haruslah bersifat responsif terhadap
persoalan bagaimana perkembangan dari sebuah masyarakat itu sendiri.
perencanaan yang baik haruslah selalu bisa memprediksi bagaimanana
perkembangan dari masyarakat karena dengan hal itu dalam membuat sebuah
dokumen perencanaan pembangunan pemerintah dapat lebih optimal dalam

menyusun ataupun merencanakan sebuah program. Ibu syamsuduha memaparkan :

5o Andi M. Rusli, Hasrat Arief Saleh, Muhammad Amirul Haq Muis. (2014). Analisis Implementasi Good
Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Government: Jurnal llmu
Pemerintahan Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (73-82).
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responsif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ya jelas ini kan kita menggunakan juga
mengintegrasikan dengan dokumen Kkajian lingkungan hidup strategis permasalahan yang

direkomendasikan di kihs itu sebagian telah diakomodir di rpjmd."°

Lebih lanjut menurut GUNAWAN :

‘ini kita laksanakan juga bersifat responsif jadi yang kita maksudkan ini bahwa ini juga
diupayakan bahwa RPJMD ini bisa mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang
mungkin terjadi di daerah dan di kemudian hari di Polewali Mandar. Dan yang jadi dasarnya yaitu
salah satunya kita menggunakan Acuan dari KLHS itu sendiri”.*'

Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan daerah yang baik, diperlukan
suatu perencanaan tetap memperhatiak perkembanga agar dapat terarah dan tepat
sasaran. perencanaan yang benar seharusnya selalu mampu menyesuaikan tujuan
yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta
berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. dalam memahami sumber daya itu
sendiri penting melihatnya sebagai sesuatu yang dinamis baik itu dari segi geografis

maupun unsur yang di dalam masyaraktnya itu sendiri. Menurut pak Darwin :

‘kemudian dokumen ini juga diharapkan bisa merespon-merespon beberapa permasalahan-

permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan isu strategis di mana isu strategis ini

nanti kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan strategi dan program”.®®

“‘Responsifitas pemerintah juga harus memahami kebutuhan masyarakatnya,
jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, tetapi mereka
secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk

kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum?”.%® Dari

% Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari
senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.
¢t Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
2 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
s Juanda Nawawi. (2012). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal
IImiah llmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 (19-29).
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uraian di atas kita bisa melihat dalam menyusun RPJMD ini pemerintah polewali
mandar juga sangat berhati-hati dalam mecncanangkan sampai menetapkan sebuah
program karena untuk sebuha perencanaan yang berdurasi 5 tahunan setiap
program ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan haruslah selalu

berkesesuaian dengan kondisi daan konteksnya itu sendiri.

(3) Efisien.

Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian
keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah
dengan keluaran (output) maksimal. Konsep efisien berkaitan erat dengan
pencapaian tujuan atau target yang ditetapkan pada sebuah program atau
kebijakan. efisiensi dipahami bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan
seharusnya dalam implentasinya kita berusaha untuk mencari cara-cara yang paling
baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Apabila membicarakan efisiensi maka
harus dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan
tersebut. menurut Ibu Syamsuduha :

“sebagaimana dimaksud yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan memasukkan terendah
atau masukan terendah dan kelurahan maksimun. setiap program kegiatan itu memiliki output
memiliki target kinerja yang baik dari tingkat sasaran impactnya outcomenya dan outputnya.
kemudian setiap tingkatan proses penjabaran itu terdapat hirarki perencanaan dan itu juga sudah di

atur dalam permendagri 86."*

Lebih lanjut menurut pak Gunawan ;

"efisien itu dalam proses pencapaian output yang ada kita lakukan betul-betul proses
cascading untuk program-program itu harus nyata dan real menembak sasaran program yang ada.
Jadi kita tidak asal membuat program dan kegiatan tapi betul-betul program itu harus menembak
masalah, menembak apa yang jadi sasaran dari masalah pokok dan serta Akar masalah dari yang
kita telah rumuskan. sehingga diupayakankan betul-betul masalah yang kita rumuskan selama kurang

& Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari
senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.
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lebih 5 tahun ini agar bisa kita atasi dan bisa kita capai sesuai dengan indikator-indikator yang kita
telah tetapkan'™®

Mardiasmo mendefinsiskan efisiensi berhubungan erat dengan konsep
produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan
antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses
kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja
tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah —
rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber
daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan

keluaran yang dihasilkan®.

Sejalan dengan itu menurut pak Darwin ;

"Efisiensinya itu tentu didasarkan pada kemampuan fiskal daerah. rpjmd ini disusun dengan
menggunakan pola caseceding kita sudah melakukan upaya untuk membatasi program-program atau
mengeluarkan program-program yang tidak lagi menembak pada tataran yang ada di dalam visi misi.

Untuk itu jadi semua program kegiatan yang dianggap tidak mendukung upaya pencapaian tujuan

dan juga tidak mendukung upaya pencapaian visi misi Bupati yaitu kita keluarkan"®’

Dari pemamaparan konteks ini kita bisa melihat bahwa perumusan rpjmd ini
pemerintah daerah polewali mnadar telah melaksankan prinsip efisiensi
sebagaimana yang terpahami. prinsip ini juga menurut penulis tidak bisa dilepaskan

dari prinsip selanjutnya yaitu prinsip efekitifitas.

& Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
% Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. hal 123
¢ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
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(4) Efektif.

Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan
mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang
paling optimal. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting dalam
proses pembangunan sehingga pada tahapan proses ini harus dilakukan secara
profesional. efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau
target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau
sasaran yang harus dicapai. Sebuah pembangunan dikatakan efektif apabila proses
kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Pembangunan di suatu daerah dikatakan efektif jika tujuan tersebut dapat
tercapai secara maksimal dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dari perencanaan
awal pembangunan daerah.

menurut pak Gunawan ;

‘harapkan kita dengan proses cascading ini bisa menuntaskan berbagai masalah-masalah
dan akar masalah yang telah kita rumuskan dengan prinsip tadi. Kita juga upayakan dengan
penggunaan dana yang ada. kan kita ketahui kalau untuk di daerah dana yang ada itu relatif terbatas
tapi kita bayangkan Bagaimana dengan sumber daya dana yang ada itu kita maksimalkan untuk dan

program-program itu memang menembak sasaran-sasaran yang sifatnya  betul-betul terukur

indikatornya”.®®

lebih lanjut menurut pak Darwin ;

“dari proses caseceding yang dilakukan kita ketahui di rpjmd lama yang lalu itu ada 193
program dan di rpjmd yang telah kita buat ini Sisa 108 program. jadi disitu kita melakukan efisiensi
terhadap program-program kurang teapt yang tidak mendukung proses pencapaian visi misi Bupati
kegiatan yang tertuang dalam RPJMD lama itu itu ada 1112 kegiatan kemudian di rpjmd yg baru itu
Sisa 588 kegiatan jadi di situ yah apa namanya Efisiensi dan efektivitas nya kita Coba lakukan.
artinya dengan proses cascading ada hubungan sebab akibat sehingga kemudian mempermudah
proses pencapaian tujuan dan target target yang di tentukan dalam rpjmd. Dilakukan penyusunan
rpjmd sudah memperhatikan bahwa rpjmd ini nantinya akan menjadi rpjmd yang efektif dan efisien
dan penyusunan rpjmd Polewali Mandar yang menggunakan metode casceding dan cross cutting.
Casceding itu melihat hubungan-hubungan hirarki dari sebuah perencanaan. apa ya Misalnya kalau
sudah ditentukan tujuan ya tujuan dari visi misi setelah ditentukan tujuan Terus dilihat Lagi di tingkat
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bawahnya jadi ada visi misi kemudian tujuan sasaran yang kemudian strategi arah kebijakan program
dan jadi misalnya ada program di sini ada di susun program-program ini harus sesuai dengan arah
kebijakan. jadi ada hubungannya arah kebijakan ini Programnya. Jadi ada turununannya begitu. Kalo
cros cutting dari ada satu kegiatan yang ada program yang di samping dilakukan oleh dinas
pendidikan misalnya itu juga bisa dilakukan di Dinas Sosial ya Misalnya penurunan angkastunting itu
dikerjakan bersama-sama bukan hanya oleh Dinas Kesehatan tapi di dalamnya ada dinas sosial ada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat ada Dinas Pendidikan ada dinas PU jadi satu program itu

dikerjakan oleh banyak skpd. Kalau case ceding begitu melihat program itu apa sudah menembak

kepada sasaran sudah sesuai dengan arah kebijakan jadi ada hubungannya ada turunannya".®®

kepercayaan sosial melalui penerapan kebijakan politik dan ekonomi yang
sehat juga penting untuk pemerintahan yang baik dan efektif.Meningkatkan
kepercayaan melalui pembuatan kebijakan ekonomi yang efektif membawa
pemerintahan yang baik hanya jika keterkaitan efisiensi ekonomi. Dengankata lain,
pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan daya saing,
harus mempertimbangkan masalah kesenjangan sosial.”” Efektivitas merupakan
suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.
Efektivitas pun merupakan Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya. dengan uraian sebelumnya kita melihat untuk
prinsip efesiensi dan efektivitas pemerintah polewali mandar telah melaksankannya
dengan sangat baik. kita juga melihat bagaimana dalam proses perumusan ini
pemerintah daerah polewali mandar menggunakan metode casceding dan cross
cutting yang betul-betul membantu dalam merumuskan sebuah arah kebijakan

ataupun program-program dengan sangat efektif dan efisien.

(5) Akuntabel.

# Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
7 Juanda Nawawi. (2012). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal
IImiah llmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 (19-29).
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Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap
kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kualitas pembangunan sebuah daerah
akan ditentukan oleh sejauh mana peran masyarakat dalam memberikan aspirasi,
melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan daerah serta sejauh
mana pemerintah daerah mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga
masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan data terkait pembangunan yang
ada di suatu daerah. Akutanbilitas Perencanaan Pembangunan sebuah daerah
menjadi sebuah keharusan di dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, tujuan
akuntabilitas dalam Perencanaan Pembangunan sebuah daerah adalah untuk
memastikan setiap program dan kebijakan daerah harus sesusai dengan kebutuhan
daerah serta memiliki nilai yang strategis untuk Daerah. Nilai strategis dapat dilihat
dari out put dan dampak perencanaan pembangunan sebuah daerah.

Akuntabilitas (accountability) adalah suatu derajat yang menunjukkan
tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.” Atau dengan kata lain Akuntabilitas adalah
kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaan penyusunan

perencanaan pembangunan menurut Pak Gunawan :

"kemudian akuntabel ya penyusunan rpjmd kita ini 2019-2024 itu insya Allah kita bisa
pertanggungjawabkan. kita yakin itu prosesnya Kita jalanin dari mulai dari proses awal sampai dengan

akhir itu prosesnya dan itu apa namanya dilalui dengan dokumentasi-dokumentasi yang baik".”*

7 Andi M. Rusli, Hasrat Arief Saleh, Muhammad Amirul Haq Muis. (2014). Analisis Implementasi Good
Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Government: Jurnal limu
Pemerintahan Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (73-82).
2 Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
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Menurut Adi Sasminta Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak
atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.” lanjut

menurut ibu Syamsuduha :

“akuntabel harus dapat dipertanggungjawabkan. ini setiap program kegiatan yang ada dalam

rpjmd itu memiliki indikator kinerja. kemudian di dalam dokumen RPJM itu ada namanya indikator

kinerja daerah itulah yang bisa diukur akuntabilitasnya”.”

Setiap rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga
pemilih para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para
pelaksana di lapangan. akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran
nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang

berkepentingan dengan pelayanan tersebut. dalam prosesnya menurut pak Darwin :

“Ya tentu saja nilai akuntabilitas juga kita utamakan karena rpjmd yang disusun ini itu

diharapkan bisa digunakan untuk mencapai target-target makro yahh yang merupakan target yang

harus dicapai oleh Bupati jadi traget itu juga merupakan terget Kabupaten Polewali Mandar”.”®

Dari uraian di asta kita memahami bahwa untuk melihat apakah sebuah
pemerintah dearah menjalankan prinsip akuntabel itu terkondisi dengan waktu soal
bagaiamana nanti perencanaan pembangunan ini apakah mencapai target atau
tidaknya. pada poin ini kita jua melihat bagaimana keterkaitan anatara prinsip

transparansi dan prinsip akuntabilitas. Menurut pak Suaib Hannan ;

s Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Makassar: Graha limu. hal 89
4 Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari
senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.
s Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita
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“Untuk mencapai akuntabilitas perencanaan pembangunan diperlukan pengawasan yang
ketat baik itu dari internal pemerintah ataupum dari eksternal yaitu masyarakat”. ”°

(6) Partisipatif.

Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak
masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan
Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan,
melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok
masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Perencanaan
partisipatif merupakan usaha yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan
kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri. Salah satu ciri
mendasarnya yaitu adanya keterlibatan pemangku kepentingan secara menyeluruh.
pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan
partisipatif untuk menghasilkan suatu rencana yang mengakomodasi berbagai
kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan.

Partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah, dimaksud adalah semua warga Negara
mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun
melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.
Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

menurut pak Gunawan ;

76 Hasil wawancara dengan Akademisi Universitas Al-Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar pada hari
selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 20.30 wita
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“vah dalam penyusunan RPJMD itu proses sangat partisipatif selain kita melakukan
konsultasi publik dengan stakeholder yang ada Kita juga melakukan musrenbang rpjmd, jadi proses
Penjaringan aspirasi itu melalui konsultasi publik dan musrenbang rpjmd dilakukan untuk menjamin

bahwa penyusunan rpjmd 2019-2024 ini dilaksanakan secara partisipatif”’

Lebih lanjut lagi menurut pak Darwin :

kita juga dalam penyusunan rpjmd ini juga melibatkan masyarakat melibatkan beberapa
pihak sehingga prinsip-prinsip partisipatif tetap terpenuhi. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap
orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau

secara tidak langsung. "

Dalam pandanganya berbeda pak Farid memaparkan ;

‘nomratif saja perencanaan ini juga dengan mencoba menggali keinginan masyarakat di
tingkat paling bawah maka prosesnya dengan musrembang. Dimulai dari tingkat dusun lalu ke desa
lalu ke kecamatan hingga ke kabupaten dalam rumusan musrembang inilah pedoman kita dalam
rumusan inilah yang menjadi pedoman untuk kita menetapkan program kerja dan tidak terlepas dari
prinsip-prinsip dari pedoman dasar perumusan rpjmd”.

Hal kedua yang penting kita tambahkan ini tidak terlepas dari apa yang Bagaimana tugas
DPRD di DPRD itu kan kita mengenal juga aturan untuk mengikutsertakan pokok2 pikiran ini ini
sudah diatur dalam Permendagri karena DPR itu sendiri juga mempunyai aspirasi masyarakat dan ini
juga kita dapatkan aspirasi atau proses reses dan kebutuhan masyarakat yangkita tampung dan kita
inginkan ini sampaikan melalui forum. namun jujur saja kita akui bahwa selama ini pokok-pokok
pikiran kitaa dalam polewali mandar ini harus di akui belum secara kolektiv itu terserap dengan baik.”

Disini kita bisa melihat bagaimana terdapat 2 pandangan yang agak sedikit
berbeda. sedikit nada kekecewaan jelas muncul dalam argumen yang dikemukakan
dari pak farid yang merupakan ketua dprd pada saat perumusan rpjmd ini
berlangsung. padangan lain di keluarkan oleh pak Suaib Hannan ia menyebutkan ;

"Dalam peraturan kan selalu diminta tokoh masyrakat untuk hadir dalam musrembang,
namun dalam prateknya seringkali hanya menjadi formalitas, sehingga seringkali saya dapati itu
masyarakat bilang “ahh buat apa kah bikin begitu terus setiap tahun begitu” ini menandakan bahwa
proses partisipatif masih kurang maksimal".*®

77 Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
8 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
7 Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2019 pada hari selasa
tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.30 wita
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Dalam sebuah proses kebijakan publik yang dalam hal ini konteksnya adalah
RPJMD sudah tentu menjadi hal yang lumrah akan adanya tarik ulur kepentingan.
entah itu berasal dari pihak eksekutif maupun legislatif. namun yang perlu menjadi
catatan disini adalah bagaimana dari masyrakat di tingkat bawah itu sendiri.
meskipun secara normatif aspirasi masyarakat seharusnya bisa tersalurkan melalui
legislatif namu pada faktanya kita sering mendapati apa yang di sampaikan dari
pihak legislatif itu sendiri belum bisa dikatakan murni dari masyarakat tingkat bawah
itu sendiri. jika kita memahami apa yang dikatakan pak suaib hannan kita bisa
melihat bahwa seringkali masyarakat tingkat bawah hanya menjad pemanis dalam
bukti dokumentasi menyoal perumusan sebuah rencana pembangunan. dalam
prinsip ini pun juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi. lebih lanjut lagi pak

Suaib Hannan mengungkapkan ;

“Sering kali juga terjadi kesenjangan antara pemahaman masyarakt tingkat bawah dan
pemerintah. kerena itulah Kenapa pentingnya penginformasian itu, agar masyarakt sudah dapat
mempersiapkan diri sebelum musrembang, karena jangan sampai proses partisipatif tidak mencapai

substansinya”.”'

(7) Terukur.

Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan
target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Penetapan
target yang jelas dan terukur merupakan salah satu elemen penting bagi pemerintah
daerah pada saat menyusun rencana strategis. Target disini adalah hasil yang akan
dicapai secara nyata oleh pemerintah daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur

dan dalam kurun waktu yang ditetapkan. menurut pak Gunawan :

& |bid
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"terukur sangat jelas indikator-indikator target kinerja yang ada di dalam rpjmd sangat-sangat
terukur jadi traget?2 ini kita tetapkan berdasarkan kemampuan kita berdasarkan tren yang ada dan itu
bisa dilihat dari pergerakan data yang ada . itu ditambah dengan kita upayakan bersifat bersikap
optimis bahwa yakin target target ini bisa dicapai dengan baik®"

Target yang jelas dan terukur dalam hal ini terkait dengan penetapan visi,
misi, tujuan dan target yang ingin dicapai pemerintah Daerah ke depannya dan
apakah penetapan target tersebut telah memberikan gambaran jelas kepada
masyarakat mengenai hasil yang harus dicapai. Target merupakan panduan/tolok
ukur pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program kerja. Penetapan
sasaran merupakan cerminan usaha pemerintah daerah dalam melayani dan
memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Untuk dapat menetapkan sasaran
yang jelas dan terukur harus diawali dengan penetapan visi, misi dan tujuan yang
jelas dan Konsisten. Pada konteks ini manajemen kinerja harus dilaksanakan
dengan baik apabila pemerintah daerah ingin memiliki target yang jelas dan terukur.
lebih lanjut lagi pak Darwin ;

"kemudian semua program-program yang ada di situ ya tentu terukur kenapa Tadi saya
sudah sebutkan bahwa semua program-program yang ada di dalam rpjmd kan dia hanya sampai
pada level program tidak sampai pada kegiatan jadi Cuma sampai level program. program-

programnya ini tentu terukur mengukurnya adalah dengan menetapkan indikator-indikator yang mau

dicapai dengan ketat sehingga dapat terukur"®

Penetapan target yang terukur merupakan cerminan usaha pemerintah
daerah dalam memberikan akuntabilitas dalam hal melayani dan memenuhi
kebutuhan masyarakat di daerahnya. disini kita bisa melihat bagaimana uraian yang
di paparkan para narasumber sebelumnya bahwa pemerintah polewali mandar telah

melaksanakan prinsip ini dalam proses perumusannya. prinsip ini pun sebenarnya

82 Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
8 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
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tidak lepas juga dari prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas yang telah di

paparkan sebelumnya.

(8) Berkeadilan.

Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan
prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
Pembangunan merupakan proses perubahan struktur yang berlangsung untuk
mewujudkan hidup yang lebih baik. dalam prosesnya sebuah pembangunan

haruslah dilaksanakan dengan prinsip berkeadilan. menurut pak Gunawan ;

‘kemudian prinsipnya juga sangat berkeadilan bahwa proses pembangunan di Polewali
Mandar ini tidak hanya mementingkan satu wilayah atau daerah suatu kecamatan tapi ini mencakup
seluruh wilayah dan daerah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tentunya sesuai dengan tugas

dan fungsi dan kewenangan yang bisa dikerjakan batasannya dalam perjalanan Kabupaten sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang ada”.®

“Proses pembuatan kebijakan menuntut perlunya ada mekanisme yang jelas
dan direncanakan secara tertib, taat pada aturan-aturan perundangan, efisien,
ekonomis, efektif transparan, dan bertangungjawab serta memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat’.®®* Dengan perencanaan
pembangunan yang berkeadilan pemerintah daerah juga disini menjalankan fungsi
stabilitasnya dengan bagaimana pengalokasian sumber daya yang dalam hal ini

tertuang dalam RPJMD Polewali mandar itu terlaksana menurut pak Darwin ;

"kita juga harapkan ya apa namanya berkeadilan disusun untuk memenuhi kepentingan
masyarakat secara keseluruhan ya tidak ada apa namanya perbedaan tidak ada pemisahan yang
paling penting semua yang kita lakukan semua yang kita akomodir dan kumpulkan dalam rpjmd itu
tentu mempertimbangkan aspek kewilayahan ya kemudian potensi dan hal-hal lain yang dianggap

& Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
& Juanda Nawawi. (2015). Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan
Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Government: Jurnal lImu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1, Januari
2015 (27-42)
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bisa menjadi apa namanya strategi dalam penanggulangan beberapa masalah di beberapa
wilayah"

Fakta bahwa banyak faktor penyebab ketimpangan bisa muncul bersamaan
dan mengakibatkan terjadinya multi ketimpangan pada masyarakat yang disebabkan
oleh berbagai faktor tadi berimbas pada ketimpangan yang berlapis. dengan prinsip
rencana pembangunan yang berkeadilan seharusnya ketimpangan yang disebabkan
oleh berbagai faktor tadi dapat di atasi. dari uraian di atas kita bisa melihat
bagaimana komitmen pihak pemerintah polewali mandar dalam melaksanakn prinsip
ini. namun ada hal yang menarik yang perlu kita pahami lebih lanjut bahwa
sepertinya pemerintah polewali mandar belum terlalu berfokus pada pengarus
utamaan gender ataupun kelompok minoritas dalam sebuah perencanaan

pembangunan.

(9) Berwawasan lingkungan.

Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu
untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan
lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya
manusia. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan
kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan.
pembangunan yang memberi manfaat merupakan pembangunan yang di dalam

prosesnya memperhatikan konsep kelestarian lingkungan. menurut Ibu Syamsuhuda

& Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
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“berwawasan lingkungan kehidupan prinsip ke 9 ini ada di misi 3 itu ada pengukuran itu

indeks kualitas lingkungan hidup Nah itu ada beberapa indikator di dalamnya yang kemudian menjadi

satu indikator utama indikator kinerja utama yaitu indeks kualitas lingkungan hidup”.”’

Lebih lanjut lagi pak Gunawan menjelaskan ;

“‘Berwawasan lingkungan betul sekali sangat berwawasan lingkungan saya tadi sudah
Jelaskan bahwa ini kita tidak membuat rpjmd ini dengan serta merta tapi kita berdasarkan data-data
yang dari LKS sehingga Dokumen kihs itu kita jadikan rujukan dan acuan yang betul-betul menjadi

dasar penyusunan rpjmd 2019-2024"%

Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah suatu upaya untuk
melestarikan lingkungan dengan diadakannya suatu pembangunan yang didasari
oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang. kedua faktor tadi sangat
penting karena kedua faktor tadilah yang menjadi penopang dasar dari kemajuan
sebuah masyarakat. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus
tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian
kombinasi proses perubahan sosial, ekonomi dan institusional lainnya demi
mencapai kehidupan yang lebih baik. Diketahui pula bahwa, semua kegiatan
pembangunan akan menyebabkan perubahan terhadap lingkungan, atau disebut
dengan dampak lingkungan. menurut Otto Soemarwoto dengan memperhatikan
prinsip pembangunan diharapkan tidak bersifat serakah untuk kepentingan diri
sendiri, melainkan memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha
meninggalkan sumber daya cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat

mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera®.

¢ Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari
senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita
& Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
8 Otto Soemarwoto, 1992, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, Cet. Ke-2, Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama, hal. 7

106



Proses pembangunan harus terus-menerus ditopang oleh sumber daya alam
yang selalu tersedia dan cukup, mutu lingkungan yang baik, serta bertahan dalam

waktu cukup lama. menurut pak Darwin :

"Rpjmd ini juga disusun berdasarkan wawasan lingkungan karena sesuai ketentuan bahwa
rpjmd itu harus disusun bersama dengan klhs kajian lingkungan hidup strategis. Jadi kihs dia berjalan

di samping pada rpjmd. pertimbangannya percenaan pembangunan memang harus dianalisis

dengan menggunakan kajian lingkungan hidup strategis".*

Tujuan dari Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah agar masyarakat
yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Untuk itu dalam
pengelolaan sumber daya alam perlu memerhatikan keadaan lingkungan agar
ekosistem lingkungan tidak terganggu. Sumber daya alam merupakan penopang
kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya. Dari uraian sebelumnya kita
bisa melihat bagaimana dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakannya dengan
wawasan lingkungan. mutu atau kualitas lingkungan berhubungan langsung dengan
mutu atau kualitas hidup, semakin baik kualitas mutu lingkungan maka semakin baik
pada mutu atau kualitas hidup. prinsip ini pun sebenarnya berhubungan dengan
prinsip yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan. pembangunan berwawasan
lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan diibaratkan seperti dua sisi dari

mata uang yang sama, sehingga saling berkaitan.

(10) Berkelanjutan.
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, vyaitu

pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

% Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
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kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa
depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam
mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan
sangatlah esensial untuk pemenuhankebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas
kehidupan manusia.Pada saat yang sama pembangunan harus berlandaskan pada
efsiensi dan penggunaan lingkungan yang bertangung jawab dari seluruh sumber
daya yang ada. Maka dari itu dibutuhkan suatu pembangunan yang berkelanjutan,
yaitu proses pembangunan seluruh aspek sosial dan juga menempatkan faktor
lingkungan sebagai dasar. pembangunan haruslah berprinsip memenuhi kebutuhan
sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

menurut Ibu Syamsuhuda :

“baik berkelanjutan isi dari rpjmd itu mempertimbangkan sdgs dan spm khususnya di goals
6.2, 6.2 dan 6.11 kemudian beberapa yang lainnya pembangunan yang berkelanjutan itu wajib dan
juga ini mengintegrasikan dengan dokumen kihs.”"

Lebih lanjut menurut Pak Gunawan :

‘rojmd ini juga sangat memperhatikan prinsip berkelanjutan diaman di setiap program yang
disampaikan di dalam rpjmd ini Insya Allah akan bisa mencapai hasil yang maksimal guna untuk
mewujudkan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan
yang ada”.®

Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari kelestarian lingkungan.
Lingkungan yang lestari diharapkan dapat menopang kehidupan manusia. Dengan
demikian, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mampu

meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa depan. menurut Pak

Darwin :

°t Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari
senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.
2 Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
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“diharapkan karena rpjmd ini turunan dari rencana pembangunan jangka panjang Polewali
Mandar diharapkan berkelanjutan dan rpjmd 2019-2024 itu adalah periode rpjp keempat”.**

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan
mmenuhi kebutuhan dasar (human needs) rakyat yang lebih baik. Dalam upaya
memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka
kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih
tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pemeliharaan lingkungan hidup
diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Dengan
kata lain, apabila terjadi kerusakan, kemerosotan yang parah pada ekosistem
tempat hidup manusia, maka kedepannya kehidupan manusia akan mengalami
kesulitan yang banyak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan
berkelanjutan tidak terjadi. maka dari itu unutk mencanankan ide atau dalam hal ini
visi mis bagi suatu daerah sangatlah penting untuk memperhatikan keberlanjutan
dari setiap proses perencanaan pembangunan yang ada. dari berbagai
pemamaparan narasumber kita bisa melihat bagaimana pemerintah polewali mandar

pun juga sangat memperhatikan aspek dari keberlanjutan pembangunan yang ada.

4.2.2 faktor pendukung dan penghambat

Proses perumusan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024
memperlihatkan pelaksanaan yang cukup baik. selain itu terdapat berbagai faktor
yang mendukung dan menghambat yang terjadi selama proses penyusunan
program dan kegiatan dalam RPJMD tersebut dirumuskan. Pada bagian ini penulis

akan memaparkan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat

8 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
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4.2.2.1 Faktor Pendukung

1. profesionalitas dan kolaborasi dari setiap SKPD

Berdasarkan dari pengamatan penulis terkait dengan perumusan RPJMD
2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar, faktor yang cukup mendukung sehingga
program/kegiatan dalam RPJMD tersebut dapat dilaksanakan adalah karena adanya
kolaborasi / kerja sama antar SKPD dan bagaimana nilai profesionalitas dalam
melaksanakan sebuah sesuatu. Dalam hal ini bahwa ada program pembangunan
yang dilaksanakan bersama beberapa SKPD atau dalam istilahnya crosscutting.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai adanya
kolaborasi / kerja sama antar SKPD dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD 2019-
2024 Kabupaten polewali mandar, hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam
perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, yang termasuk ke dalam
persyaratan untuk terjaminnya pelaksanaan rencana yang lebih efektif dan efisien.
sebab awal yang membuat proses kolaborasi atau kerja sama yang kuat menurut

pak Darwin

“Untuk dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien, maka hal
pertama yang perlu diusahakan antara lain adalah perlunya dukungan staje holder yang terdapat di
daerah. Stake holder tersebut meliputi pimpinan daerah, pimpinan dinas dan instansi, serta anggota
DPRD setempat. Alasannya jelas karena stake holder inilah yang mengambil keputusan tentang
kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada daerah bersangkutan. Dengan demikian, bila
para stake holder ini mempunyai komitemen yang kuat, maka pelaksanaan perencanaan
pembangunan akan dapat terjamin dan demikian pun sebaliknya bilamana komitemen stake holder
tersebut sangat rendah atau tidak ada sama sekali.”™*

kita dalam hal ini dapat lebih memahami bahwa meskipun sering kali terjadi

talik ulur kepentingan namun ketika para stake holder berkomitmen untuk

% Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.
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mewujudkan sebuah perencanaan pemabngunan yang efektif dan efisien maka hal
itu pasti dapat diwujudkan. dengan komitmen yang ada pada awal penyusunan pun
juga membantu pihak balitbangren polman dalam menjalankan fungsinya

seprofessional mungkin. menurut pak Gunawan ;

"Jadi nantinya itu akan banyak program ataupun kegiatan yang dikerjakan bersama-sama
oleh beberapa SKPD atau berkolaborasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Nah ini dapat kita
rancang karena dalam proses pencapaian output yang ada kita lakukan betul-betul proses cascading
dan crosscutting untuk program-program itu harus nyata dan real menembak sasaran program yang
ada Jadi kita tidak asal membuat program dan kegiatan tapi betul-betul program itu harus menembak
masalah menembak apa namanya sasaran dari masalah pokok dan akar masalah dengan proses
cascading dan crosscutting ini bisa menuntaskan berbagai masalah masalah dan akar masalah yang
telah kita rumuskan. kemudian kita berdiskusi atau koordinasi tingkat pusat dan tingkat provinsi
kemudian kita juga melibatkan tenaga ahli, berkonsultasi kepihak Kementerian konsultasi ke provinsi.
kementrian tempat kita konsultasi itu bukan hanya satu kita konsultasi ke Mendagri drijen bina
bangda kemudian kita konsultasi ke Bappenas sebagai salah satu induk dari perencanaan ditingkat
nasional itu sendiri kemudian kita juga berkonsultasi kementrianpan RB. dan alhamdulillah hasil
koslutasi yang melibatkan berbagai stakeholder yang ada itu tahun 2019 Polewali Mandar
mendapatkan predikat penghargaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019

tingkat nasional dan ini juga berkat bagiamana kita merumuskan RPJMD" *°

Penjelasan di atas dapat dihubungkan dengan apa yang telah diungkapkan
sebelumnya mengenai adanya kolaboarsi / kerja sama antar stake holder dan SKPD
yang ada itu juga memberikan ruang pada pihak balitbangren dalam melaksanakan
tugasnya. pada 24 februari 2020 pemerintah polewali mandar sendiri menpatkan
pengahrgaan sakip dengan predikat BB oleh kemenpan RB. penghargaan ini

merupakan menyoal akuntabilitas kinerja dari sebuah pemerintah daerah.

2. Periode kedua bupati terpilih
Perencanaan pembangunan dalam penyusunan juga terdapat beberapa pola
pendekatan, yang salah satunya adalah pendekatan politis. dalam permendagri 86

tahun 2017 sendiri di sebutkan pendekatan politis sebagaimana dimaksud

% Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali
Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.
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dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama
dengan DPRD.

Telah disebutkan oleh salah satu narasumber bahwa pada rpjmd periode
2019-2024 Polewali Mandar ini merupakan periode kedua bapak Andi Ibrahim
Masdar menjabat dan juga merupakan periode keempat atau periode terakhir dari
RPJP Polewali mandar. dengan terpilihnya kembali Andi |brahim masdar sebagai
bupati terpilih menurut penulis membuat perumusan RPJMD ini lebih mudah. salah
satu persoalan yang sering terjadi setelah pemilah bupati menurut pak Suaib
Hannan ;

‘kan sering kali yang menghambat penyusunan RPJMD itu karena terlalu banyak maunya
bupati yang baru, karena dia selalu merasa ingin beda dengan bupati yang lama tanpa
memperhatikan isi atau substansi dari setiap program dan kebijakan yang ada. jadi yah begitu asal

beda saja. untung untuk kali ini itu periode kedua AIM jadi saya fikir itu yang menjadi faktor

pendukung kelancaran penyususnan RPJMD kali ini”.*®

Sependapat dengan hal ini menurut pak Farid ;

"vah kan ini periode kedua AIM jadi yah gak susah-susah sekali dalam melakukan
penyusunan ini. apalagi juga pasangan ini pasangan yang sepaket pada periode sebelumnya jadi yah

hal itu juga memperlancar penyusunan rpjmd ini menurut saya".”’

Pengkajian terhadap aspek polittk dan ktor dalam perencanaan
pembangunan juga penting untuk membantu mengevaluasi, agar pembangunan
tidak hanya menjadi proses birokratis dan formalitas penyelenggaraan

pemerintahan. dengan menambah faktor ini kita bisa memahami bagaimana kondisi

% Hasil wawancara dengan Akademisi Universitas Al-Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar pada hari
selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 20.30 wita
7 Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2019 pada hari selasa
tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.30 wita
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internal dalam pemerintah daerah itu sendiri. hal ini juga dipertegas oleh pak Darwin

"vahh faktor itu juga cukup membantu. karena hal yang terpenting itu juga kan bagaimana
kita berkomunikasi dengan pimpinan. nah karena mereka yang terpilih kembali yah kan sangat
membantu”.%®

Beberapa uraian diatas kita bisa memahami bahwa dalam proses pembuatan
kebijakan yang dalam hal ini adalah rpjmd itu dimensinya sangatlah kompleks. dari
uraian yang disebutkan oleh para narasumber kita bisa menarik satu benang merah
bahwa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dari
aspek politisnya sangatlah penting untuk menjadi bahan perhatian. namun disini
harus dicatat pada aspek politk ini meskipun dalam penyusunannya didukung
dengan kondisi dimana bupati yang terpilih adalah incumbent namun itu belum bisa

menggambarkan bagaimana sifa partisipatif dari aktor masyarakat itu sendiri.

4.2.2.2 Faktor penghambat

1. Problem Partisipatif

Pengambilan sebuha kebijakan akan selalu menghadapi personal secara
politis akan selalu berhubungan dengan partisipasi dan representasi dari berbagai
pemangku kepentigan yang ada. usaha untuk melibatkan sebanyak-banyaknya
berbagai kelompok kepentingan yang ada pun selalu di usahakan hal ini
dikarenakan dalam perencanaan pembangunan sudah selayaknya melihat
kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan. proses pengambilan

keputusan dan sifat otoritas dalam perencanaan dihadapkan dengan ambiguitas

% Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali
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mengenai faktor lingkungan setempat, representasi, peran dan harapan pemangku
kepentingan. Upaya kolaboratif lebih jauh dilakukan dan disisipkan untuk mewadabhi
keterlibatan aktor yang sangat heterogen dalam proses perencanaan. Dinamika
dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan sangat kompleks
dipengaruhi konsensus, ideologi kolektif dan kebutuhan untuk menyelesaikan
tahapan pembangunan.

Dalam proses penyusunan sebuah perencanaan pembangunan terdapat
beberapa cara dalam melakukan perencanaan pasrtispatif menurut syafrizal "salah
satu cara yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan partisipatif yaitu
melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam bentuk pertemuan, diskusi dan
seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi
pembangunan yang diinginkan aspirasi masyarakat dapat pula diserap melalui
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana
diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor.25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang ini dapat dilakukan secara
bertingkat mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten, kota, dan
provinsi”.* dengan penjelasan seperti sebelumnya seharusnya pada ruang-ruang ini
seperti inilah aspirasi melalu representasi DPRD, Ism maupun itu NGO dapat di

masukan namun menurut pak Farid ;

“Seperti yang saya sebutkan sebelumnya di prinsip partisipatif yah kan di DPRD itu kita juga
harus mengikutsertakan pokok-poko pikiran kita dani ini sudah diatur dalam Permendagri karena
DPRD itu sendirikan juga mempunyai aspirasi masyarakat dan ini juga kita dapatkan dari proses
reses dan kebutuhan masyarakat yang kita tampung dan kita ingin ini disampaikan melalui forum.
namun jujur saja kita akui bahwa selama ini pokok-pokok pikiran kita dalam rancangan pembangunan
di polewali mandar ini harus di akui belum secara kolektif itu terserap dengan baik. kedepan kita

berharap di periode kedua bupati Polewali Mandar lebih bisa mengakodir pokok?2 pikiran yang ada""

% Syafrizal. (2014). Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
him. 30
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Disini kita mengamati meskipun para stakeholder yang ada berkomitmen
untuk menyunun RPJMD ini dengan baik namun juga harus selalu diingat untuk
selalu mengkritisi serta mengevaluasi hal tersebut. dalam uraian sebelumnya pun
kita bisa memahami bagaimana konflik kepentingan adalah sesuatu yang selalu ada
dan itu merupakan hal yang lumrah dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan
adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan
kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan
bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak-

pihak tertentu.'' pandangan lain disampaikan pak Suaib Hannan ;

“vah sulit juga biasanya dari pihak legislatif meskipun kita akui bahwa dia membawa aspirasi
dari rakyat tapi kita juuga tidak boleh menelannya mentah-mentah kan dia juga terdapat fraksi-fraksi

yang berkepentingan di dalam sana jadi bisa saja aspirasinya juga hal yang titipan™"%.

Lebih lanjut lagi menurut Pak Suaib Hannan mengatakan ;

"seperti yang saya sebutkan sebelumnya soal partisipasi masyarakat Sebelum musrembang
dimulai entah itu di tingkat mana seharusnya sudah ada informasi kegiatan yang akan dilakukan.
Agar terjadi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Kenapa pentingnya
penginformasian itu agar masyarakt sudah dapat mempersiapkan diri sebelum musrembang, karena
Jjangan sampai proses partisipatif tidak mencapai substansinya. namun harus disadari hal ini memang
sudah seperti menjadi budaya kita tapi itu yang harus di ubah sehingga proses patrtisipasi betul-betul
sesuai dengan substansinya dan tidak lagi meninggalkan kesenjangan dalam proses pembangunan.
Contoh kesenjangannya ini seringkali kita lihat seperti masyarakat itu terus-terusan menjadi objek

padahal dalam musrembang ia seharusnya menjadi subjek yang aktif dalam proses pembangunan”.
103

10 Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2019 pada hari selasa
tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.30 wita
11 Andi M. Rusli, Ashar Prawitno, Faried Ali (2011). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten
Gowa. Government: Jurnal IlImu Pemerintahan
Volume 4, Nomor 1, Januari 2011 (45-52)
102 Hasil wawancara dengan Akademisi Universitas Al-Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar pada hari
selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 20.30 wita
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Perencanaan tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik
sesuai dengan aspirasi masyarakat apabila tidak dapat mengoptimalkan partisipasi
masyarakat dalam proses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan
partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak

akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang sementara
merintis pembangunannya dengan melakukan berbagai upaya berupa program dan
kegiatan pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah
khususnya RPJMD karena merupakan jabaran dari visi dan misi pemerintah daerah
terpilih pada periode 2019-2024. Adapun proses penyusunanan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Kabupaten Polewali
Mandar tersebut dijelaskan berdasarkan berbagai pandangan dari para orang-orang
yang turut serta dalam perumusan RPJMD ini.

Pelakasanaan proses penyususn RPJMD ini diuraikan berdasarkan
bagaimana Prinsip-Prinsip penyusunan untuk sebuah rencanan pembangunan
dilaksanakan. Prinsip-Prinsip ini sendiri tertuang dan di atur di dalam Permendagri
no 86 tahun 2017 yang meliputi pasal 4-6 yang kemudia terjabarkan ke dalam 14
Prinsip. dari uraian di bab sebelumnya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
telah melaksanakan proses penyusunan RPJMD ini dengan tetap berpegang pada
prinsip-prinsip yang ada. dalam proses penyusunan RPJMD ini kita bisa melihat
bagaimana Profesionalitas dari sisi aparatur pemerintah yang mendaptkan
penghargaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Periode
kedua bupati terpilih juga membuat kondisi untuk menyusun RPJMD ini menjadi

lebih mudah.
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Problem-problem partisipatif juga kita dapati dalam pengambilan
penyususnan RPJMD ini. dalam proses penyusunan rpjmd ini masih kita lihat
beberapa pandangan yang melihat proses partisipatif hanya berlangsung pada
tataran normatif saja dan juga keterserapan aspirasi dari pihak legislatif yang
merupakan Representasi langsung dari masyarakat masih menjadi persoalan.
Partisipasi masyarakat juga harusnya fokus pada dialog masyarakat yang ada di
akar rumput dan juga inklusif dengan beberapa kelompok kepentingan lainnya.

Perencanaan pembangunan sebagai perencanaan strategis adalah proses
pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu penting dan
bagaimana mengatasinya. Perencanaan strategis menyediakan kerangka kerja

umum untuk tindakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis berharap dalam
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar pada periode 2019 betul-betul
dijalankan secara maksimal dan dalam menurunkannya ke dalam RKPD nantinya,
serta target capaian yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam melaksanakan
pemerintahan yang beroirentasi pada hasil.

Adapun faktor pendukung yang ada dapat dipertahankan dan tetap
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ada. Kemudian
segala faktor penghambat yang telah dirasakan dapat menjadi pelajaran
kedepannya sehingga segala hal yang menghambat tersebut dapat diatasi dan
ditangani oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah, baik

pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama untuk mensukseskan
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pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan sehingga tercapai
pembangunan yang lebih baik dan semakin maju di masa yang akan datang. Secara
garis besar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam palaksanaan rencana

pembangunan daerah khusunya RPJMD selanjutnya adalah :

1. Mempertahankan perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan.

2. Tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

3. Mempertahkan metode casecading dan cross cutting dalam merumuskan
kegiatan.

4. Meningkatkan pola komunikasi dengan segala stakeholder yang ada.

5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat.
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Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024

VISL : POLEWALT MANDAR MAJL, RAICYAT SEJAHTERA

MIST 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berlualitas dan Religius

Tujuan
Meningkatmya taral hidup dan kualitas
sumber daya masyarakat

Tujuan
Meningkatkan daya saing ekonomi yang
merata dan berkualitas

Sasaran

Strategi

Meningkatnya kessjahteraan Meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat

Berkurangmya pengangguran Menciptakan tenaga kerja terampil dan
kompeten berdasarkan kebutuhan
lapangan kerja yang tersedia

Meningkatnya ketahanan pangan | Peningkatan ketzhanan pangan masyarakat

Berkembangrya usaha ekonomi
lokal

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
menumbuhkan usaha ekonomi desa

Meningkatnya kualitas pendidikan

Meningkatkan akses dan manajemen
pendidikan

Meningkatnya derajat kesshatan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
dan keluarga berencana

Meningkatnya kualitas hidup
perempuan dan anak

MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Barbasis Potensi Unggulan Wilayah

Sasaran

Meningkatkan Pengarusutamaan Gender
dan perlindungan anak

Meningkatnya daya saing usaha | Peningkatan produksi usaha industri
industri pangelahan dan pengolahan dan pengelolaan usaha
perdagangan perdagangan

Meningkatnya daya saing usaha Pengembangan sarana dan prasarana
pariwisata daerah pendukung parivdsata daerah

MISI 3 ; Me

Tujuan

1. Meningkatnya kualitas pembangunan
infrastruktur

Meningkatnya investasi daerah

Pengembangan sentra -senira pusat
ekonomi baru dan berkembang

Meningkatnya pemerataan
pertumbuhan sektor pertanian
dan perikanan

asmbangian Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Benwawasan Lingkumagan

Meningkatnya kinana
penyelenggaraan sistem
transportasi

Pengembangan Inovasl Intensifikas dan
ekstensifikasi sistem pertanian terpadu

Strategl
Meningkaikan kuaniitas dan kualitas sarana
dan prasarana serta pelayanan transportasi

Meningkatnya kuzlitas
infrastrukiur jalan

Mendorong peningkatan aksesibilitas pusat-
pusat kegiatan

Meningkatnya kualitas
infrastrukiur jaringan irigasi

Meningkatkan kualitas infrastruktur
jaringan irgasi

Meningkatnya kualitas
infrastruldur permuldman

Meningkatan pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur permukiman

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

MISI 4 : Memantaplkan Tata Kelola Pemernnta
Tujuan

Terwujudnya pemerintzhan yang bersih,
akuntabel dan modem

Meningkatnya kelestarian
lingkungan hidup
han yang Berkualitas dan Modem
Sasaran

pemerintahan

Meningkatrya kuzlitas tata kelola

Meningkatkan pengelolaan lingkungan
hidup

Meningkatkan kuslitas reformasi birckas:
pemerintah daerah

Arah Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024
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TR “H0R.CO00 T oA 1070000 TR LICRLE. 14T T 135000000 | Diras MEM
A B
&5 L, DS ] 100,550 ™ TR, e (] 1700008 | D Petguiliiser dir
SANEEAL
Sangut Bak ALL D00 Sangut Bak BA2000,300 Sarget Bakc 19435, 000 Sargat Bl BE5.000.000 | Cran Famararar Modsl
e P TERas:
Saby Brgy
LO0.00% 1.240.000.300) 100,30% 17000000 1300004 .00 4.0 130.00Re 'L.2285.000,200| Dnm Sapardhshban dar
T 108, 30% 320008, P
L0004 SA2000.000 LL00% FLADOSN 1000 L EETRER 2000 F20300.000| B Kaparchuchben dar
N—— Faecatme Sio
| B0t 100, 20% 120.008 20008
Sangut Bak MALOCO00 | Senget Sak THLA00.230 Sarget Bak AT 500 Sarget Bak £31.300.000 | Dinm Eapandheduban dar
Farctanen Sp0
Lo0.E0% WAL 000,000 130007 4,000,000 100,00 WIRERAT 100,30 A.000.200 [Satuar Boln Swmorg Srag
[ ) 33000, =] 1003 TR ML 1030 FALO0.000 | 5r-ar. Pole Famcreg Frags
FA 1] FRI T EE 00,200 | BE- AT Poln Famcng Frag
LB
| ioooe |
L
008, 1700000 [ LRy T
T 121,000.000 ET ) 000000 T 13800 £ 138.000,000 | Eaclan Fwranggaiangan
—— T -
i R 372000 T3 R 200 0 = 1305174300 T3 Jww TALD0G00 | Bt Pwranggs angan
Sarcyry Cyargh
55 .0alre £2.000.060 1500 B8.000.200 L= 394500, 500 ToTE 66500000 | Eader Swrenggulengan
| EarcaosDaargh |
Ene RO 000 Exk Vi 200 000 Eai TI3.FL.000 B ERID00LID | Eace Wectian Bergo
e SR
100 17T 008 158 0000 L= FRLELET T 00000 | Baces samtuen Bargia
dan Sk
[ 188000, 568 Bak L= [ TTLANE 356 Eak ERLE0E.500 | Eader cnmbian Bargh
dan SR
] 1 D - 156D M.l 207 BEG e AL T2 0000 Bl Gapag v
LA TR
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4113 |Peogram Peningkrian Dupln dee Krene | Indskon Profeicneita Azerwer .M Eak &7 N1E 800 Enk AB0,200,000 Bak 4 D00 D00
41137 |Peogram Fsningkten Kuste Acreinitre | Inceko kepuiasn wonen srnired R Bk 465 FER.200 Exe S0 000 Exk k. 000000
: ; Ireks KEpIE CEE TR DR T ET F=] @ WA | SR Bk [RE =
i
Tredihch kRpuaSE" Wy ROES KODrT RS, Eal Ead LN N DR Tl LB 000 (0 Sanga Bak L5350
g 0BT PURE paeareiahen,
e e "o G d SR LR
Irdabin Kagec BaE® Wy anas Liborass e £ 23 EEL D00, D00 E e Bwl 67 D00, D00
prolok ogn
Curiartais profuk ot paeg Farmar ) B 1.300.000. 560 e RTHT) £ R
purzthurn deanst vang 200 35,0004 1ARLEER 000 = LA 3 00000 30,0084 IR EF500.000
ot cpksy
41141 |Peogres Felwanss Perpurskse Irzakn wan Esk Exk BT 500 Exk EE1.000.000 [ 53,000,000
Curmarims borurSm denm vaeg ekt 2 10308 15.30% 40,008
| Sam
41144 |Progrem Fenwtasr Ferarctsrer Daas  |Fenartes Sew cemger mwer 35000000 FI0.000.000 F47.000.000
* Euraeg ek 11% I5.10% B OPs I
[Ewiamzars S5 1R 58135 [ WL
- Capd barkarbarg 5 By 5.55% Ay £.540y
AL14E | Pogrem Pyngkejsn, Seneiten e Fwrmrime no Fead peg e den 3300 16.20% 53500, 000 Fo.20% ART00.200 B5.20%5 FER.000. 200
TL14E | Program Panngkatan Frasanng F4TINES DAEITa CanarTEnan 200 G T LR, 255,000 Tl e T [
Penygrimiaran cee B Urum R e i
41147 |Program Fenmiser Feransbes Pasercish | censntme s are varg wedes B 1N 13884y 34, 883,500,000 a1 e T BT 34. 7,560,555
Ewarat Eararifiat
41148 |Peogram Psmbrass Jas Eornskd 1rcakn kspuimes paayEres jms [ Eak 111L440.000 [N L0000 Exk TRED00.000
kgrpinka
AL14% |Program Mansjsmen Perkaricren Curiartms ferth cetmtyuhaan karisr 0L 00 BE.20% 113764 REE. O TR L DO TRAOT EATRR LT
Sarartma wears dan prmarees kargcor [T .50 8 frire L
kerdi balk
Swrmnms PHE perem gt desrah yamg 000 1,500 0O 0T
Esirkir Eak
4 11LED  |Peszram Dwnesk e Rapab dn Irdab s bapoasas Wpiras pacarelabas Bal Bak 16k, D80, EET 608 B 1 Jo0 . (0 T 24,87, 500.500
Dig=aprrvii® g e Dadvd® il CRTheadfle | Wddeainn
FFIANEFFI.04% F29.799.933.349 763479 719900 |
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Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-
2024

KONDISI TARGET

RPILEA T [ L A TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

019 2020 2021 20212 2023

2018

1 Indeks Permbangunan Manusia (IPM) Indeks 63,14 64,27 65,40 66,53 67,73 68,53 70,13

2 | Angka kemiskinan Persen 15,97 14,00 13,00 12,00 10,75 9,50 8,00

3 EEK:; PRI Angtate Kare Persan 66,63 67,30 67,98 68,65 649,33 70,00 70,68

4 | Tingkat Pengangguran Terbuka [TFT) Persan 3,92 3,86 3,81 3,75 3,70 3,64 3,59

3 | Skor pola pangan harapan Skor 79,02 81,22 B3 41 85,61 87,80 0,00 92,20

& ::E:::t:raﬂ L Rp. 699.721 769,693 7EA.935 E08.659 B2B.ETS B49.597 B70.597

7 Persentase desa maju dan mandiri Persan 1,39 4,86 8,72 14.58 19,44 25,00 30,56

B Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahurn 719 730 7,40 731 Fa62 72 783

% | Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13,31 13,61 13,50 14,20 14,50 14,60 15,10

10 | Angka Harapan Hidup [AHH) Tahurn 61.97 62,17 62,38 62,59 62,79 63,00 63,21

11 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 91,48 91,75 92,01 92,27 92,54 52,80 93,07

12 | Predikat Kabupaten Layak Anak [KLA) Fradikat Pratama Pratama Pratama Pratama Madya KLA KLA

13 | Persentase Pertumbuhan Ekonami Pirsin 7.34 736 738 74 744 746 749

14 Persen?ase laju pertumbuhan PDRE Persen 742 10,93 14,45 17,96 21,48 24,99 28,51
saktor industri pangolahan

g5 | Pereentase pertumbuhan PDRE Persen 7,55 9,85 12,14 14,44 16,73 19,03 21,33
sektor perdagangan besar dan eceran

16 | Jurmiah wisatawan Qrang 438,299 00,000 1. 10 000 1. 500, 00D 100, DO 2000000 2400000

17 | Nilai realisasi mvestasi dagrah :
- PMIDN [Rp.00a) Ro. 14B.306.017 | 170.650.000 | 192.985.000 | 2153500000 | 237.6500000 | 260.000.000 | 82.350.000
- P4, (Rp.000) FAp. ] 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2.000,000 2.000.000 2,000,000
Persentase laju pertumbuhan PDRE

i8 | sektor pertanian, kehutanan dan Persen 8,00 9,40 10,80 12,20 13,60 15,00 16,40
perikanan

19 | Indeks infrastruktur Indeks 63,92 65,08 65,47 67,97 70,69 73,77 ey

20 | Angka kecelakaan labu lintas Kejadian 233 220 200 170 150 120 90

21 | Persentase jalan dalam kondisi mantap Persen 46,74 48,77 51,60 55,40 60,60 65,61 711

2 :Ezeﬂik]a”wn i PErsen 7345 78,00 79,97 BO.ET B1,67 B3,22 B4,82

23 | Indeks infrastrukbur permukiman Parsen 6,44 67,48 iz 71,88 73,50 75,30 77,10

24 | Indeks kualitas lingkungan hidup Persen 63,50 64.00 65,00 67,00 ] 0,00 73,00

25 | Indeks reformasi birokrasi Indeks 58,00 62,00 66, 00 71,00 75,00 B1,00 86,00

26 Tﬂx::f ?ﬂiﬂ:nﬂ.ﬁ;;::r:? Kinargs Prdikat B BB BB & & A &

27 | Opini pengelolaan keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

| ’::;:‘;iﬁ?;;“ma"“ Skor 3,038 3,076 3,114 3,152 3,100 3,226 1,268

2 xﬁjmm""““" i Indeks 2,51 2,61 2,65 2,75 2,88 3,01 3,17

30 [ Indeks Kepuasan Masyarakat (TKM) Pradikat Baik Badk Baik Sangat baik | Sangat baik | Sangat baik | Sangat Baik




MO,

ASPER] FORUS [ BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

iz L
ASPEK HESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
KONDISI
KINERIA

PADA
AWAL

PERIDDE

RPIMD
TAHUN
018

[} 4.-'

TAHUN
2019

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN
2020

TAHUN
2021

TAHUM
FLFF

TAHUN
0323

e

KONDIST
KINERIA

PADA
AKHIR
PERIODE
HEPIMD
TAHUMN
2023

TARGET
TAHUM
2024

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Dtonomd mErﬂhr Pemerintahan Umum, Administrasi KEU;I\gan Umum_, F'E'rangkal‘ Daerah, Kﬁﬂgawﬂiaﬂ dan Persandian
L1 | Pertumbuhan Ekonomi Persen 7,34 7,36 7,39 741 744 7,46 7,46 7,49
1.2 | Laju inflagi Parsan 3,5 3.3 35 3.0 3.0 3,0 3,0 3,0
1.3 | PDRB per kapita Ro | 38355612 | 1005396 | 32.453.280 | 34502114 | 36.550.948 | 18.599.782 | 38.599.782 | 40.648.616
1.4 | Indeks Gini Indeks 0,290 0,285 0,280 0,275 0,270 0,265 0,265 0,260
1.5 | Persentase penduduk miskin Parsan 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 12,00 13,00 12,50
15 :;::T PR AL | il 63,14 64,27 65,40 66,53 67,73 58,93 68,93 70,13
L7 | Amgka rata-rata lama sekolah Tahun 7,19 7,30 740 7.51 762 7.72 i 783
1.8 | Angka harapan lama sekolah Tahun 13,31 13,61 13,90 14,20 14,50 14,80 14,80 15,10
1.5 | Angka harapan hidup Tahun 51,97 52,17 62,38 52,59 52,79 53,00 53,00 53,21
1.10 | Prevalens! balita stunting Persen 18,82 16,32 13,82 11,32 B.82 5,32 632 3,32
111 :;‘"?;at R Persen 6,63 &7,30 67,98 66,65 69,33 70,00 70,00 70,66
T
oz | FGEE PR Persen | 3,92 1,86 1,81 175 3,70 1,64 1,64 3,59
berbika
Keluarga Pra Sejahtera dan
1.13 Keshsairgs Sejahtera 1 Parsen 80,11 7,64 Tr16 73,68 74,21 73,73 73,73 71,25
1.14 | Indeks Kepuzsan Masyarakat | Predikat Baik Baik Baik Sangat Balk_|Sangat Balk | Sangat Balk_|Sangat Baik | Sangat Baik
.15 | Permaniase PADY fstiadap Persen 10,10 10,55 11,09 11,55 12,02 12,50 12,50 12,98
pendapatan
1.16 | Opini BPK Opani WP WP WTF WTF WP WIF WTF WP
iy | Pees=mat ke Pt R Skar 70,02 81,22 83,41 85,61 87,80 20,00 50,00 82,20
Harapan (PPH)
Kontribusi sektor
1.18 | pertanian/perkebunan terhadap |  Persen 40,50 40,75 41,00 41,25 41,35 41,45 41,45 41,65
PORE
Kontribusi sektor perdagangan
1.19 terhadap PDRE Parsen 7,70 783 8,00 8,15 830 B0 B4 8,60
Kontribusi sektor industri
| S e Persen | 622 648 6,63 678 6,94 7.09 7,09 7,24
mjahternn Sosial
1| Pendidikan
1.1 | Angka mebek huruf Persen 40,00 82,00 4,00 96,00 SB,00 100,00 100,00 100,00
1.2 | Rata-rata lama sekolah Tahun 7,19 730 740 Teal 702 T7d 7. 7d 783
1.3 | Angka partisipasi kasar S0YMI Persen 100, Oy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 ;”?f“mp:ms’“” b Persen | 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
L)
L5 | Angka partisipasi mumi SO/ML | Persen 98,17 99,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ka partisipasi munni
16 ’;ﬁ rr-|$: Fa Persen | 94,03 95,04 96,05 97,06 96,45 100,00 100,00 | 100,00
1.7 | Angla Harapan Hidup (AHH) Tahum 61,97 62,17 62,38 62,50 52,79 63,00 53,00 a3,21
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ASPEK PELAYANAN LIMLIM
PFELAYANAN LIRLESAN WATTH

Persentase pamenunan sarana
dan prasarana pendidikan
L1 | dalsm kondis bk o

- 50 Persan 8040 84,27 88,00 92,00 95,89 10000 100,00 100,00
= SMP Parzen 75,00 75,52 Bd B4 BR.TE 94 88 100,00 100,00 100,00
Perseiitase pameniian sarana
dan prasarana penunjang
1.2 | pendidican dalam kondis badk :
|- 50 Parsan 38393 19,76 40,58 42,20 43,43 44,65 44,65 A3.09%
- SMF Paroen 40,51 A5,87 .63 1) 0,7 35,82 5,82 FihE |
L3 | APK PALD Ferson | 6500 | 70,00 75,00 _B000 | 8500 | oSO00 | SOO0 | 9500
Femsentase pamenuhan 5arana
1.4 | dan prasarana PAUD dalam Persan 64,00 66,00 67,85 69,80 71,76 73,71 73,71 76,00
kondisi bk
Perseriiass gure dan lenags
1.5 | kependidikan memanuhi Parsan 7E08 B4,00 88,00 Q200 96,00 T O 100,00 100,00
sandar kompatens! PALI
L6 | Amgka melel huruf Parsan 20,00 92,00 G 00 96,00 9E,00 100,00 104,00 100,00
1.7 | AFK SOyMIL Persan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10000 100,00 100,00
LE | APK SMP/MTS Parsen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.9 | APM SDYMI Parsan 98,17 495,18 100,00 500,00 100,00 10000 100,00 100,00
L.10 | APM SMPIMTS Parsan 94,03 95,04 95,05 97,06 QR4S 100,00 100,00 100,00
1.11 Aﬂﬁm S0y'MI Pefﬂ 012 ﬂ‘!.l. 0,10 H-.D_E G.U'E I:.I‘I:l? I:IJ.I:I? 0,05
1.12 | Angka putus sekalah SMEMTS | Parsen 0,64 0,59 f,54 0,49 0,44 0,38 0,39 0,38
Perggntase gquru dan tenaga
kependidikan memerubi
1.13 | standar kompatans |
- Gy SOYSMP Parsen B4,45 E7,05 89,65 92,24 54 B4 97,44 97,44 100,00
- Tenaga kependidikan SCYSMP | Persen 73,86 78,22 82,58 86,93 51,79 95,54 55,64 100,00
Parsentasa tenags penddi
1.4 | wang imsemditi dklak caloen Paraen 0,00 40,00 65,00 200,00 100,00 FLUERT i) 100,00 100,00
kepala sebinlal
115 f”"ﬂu, i ml;’" o Persen 55,00 58,00 51,00 64,00 67,00 70,00 70,00 75,00
2.1 | Anaka Harspan Hidup {&HH) Tahun 1,97 62,17 62,38 62,50 62,79 3,00 63,00 63,21
Parsentase puskesnas derdgan
stahus akreditss) :
a3 = Dasar Persen 30,00 26,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Madya Persen 650,00 63,00 50,00 70,00 70,00 68,00 58,0 54,00
- Lama Persen 10,00 11,00 21,00 25,00 25,00 27,00 27,0 30,00
- Parlpuma Parsen 0,00 0,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Parsentase masyarakat yang
2.3 | mempernoleh jaminan Perzen B5,40 65,40 65,40 92,00 05,00 05,00 o5, oy 100,00
kessehatan
; Kelahiran | 300 per 300 pear 267 per 234 par 201 par 168 par 168 par 133 per
24 | Angka kematizn b hidp | 100000 | 1ocooo | 100000 | toowooo | 100000 | toooco | 1ooooo | 100000
Kelahiran 11 st 11 per 11 per 11 per 11 per 11 par 11 per 11 par
2.5 | Angka kematizn bayi hidup 1.000 1.000 1,000 1.000 1000 1.0 1000 1.000
Pargentase pamenuhan sarana
dan prasarana kesehatan
2.6 | dalam kondisi baik
|-Poskesdes | Persen | S0.00 30,00 52,00 54,00 546,00 58,00 54,00 000 |
- Pusty Persen 30,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 0,00 4000 |
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penerima penjaminan sosial

- Dasar Persen 49,19 53,25 100,00 100,00 100,00 100,060 100,00 100,00
- Taknis Parsen 1,63 5,00 8,00 13,00 16,00 20,00 20,00 23,00
Persenase kacamatan yang
memilki tenaga Satinmas yang

5.2 | mempurryai kualifilkasi Persen 61,00 81,00 93,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kemampuan dasar dan teknis
yang memadai
Persentase kecamatan

5.3 | kesiapsiagaan bahaya bercana | Persen BLOD B8,00 BE,00 54,00 04,00 100,00 100,00 100,00
Persentase kasus pelanggaran

5.4 | peraturan daerah yang ditindak Farsen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Izt
Persentase gangauan
keamanan, ketertiban dan

55 | atenteraman yang ditindzk Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

56 |F 53 5iaqa bergana | Persen 29,94 3300 44,00 56,00 67,00 78,00 7E.00
‘Waktu tanggap darurst setelzh

5.7 keartian Jam Fr Fr s [ Er 72 72 7z
FPersentase pasca bencana

5.8 ang tertangani Perseni 20,00 20,00 40,00 60,00 B0,00 100,00 100,00 100,00
Persentase penandganan

6.1 | masalah sosial bagi kelompok 21,67 25,56 26,94 30,55 33,33 35,83 35,83 3047
masyarskst rentan
Persentase masyarakat yang

6.2 | terlindungi terhadap Persen 35,80 43,82 85,63 5,43 5,63 4563 85,63 B985

i}

gy |TEmE=S ihiismﬂahtﬂi s | Persen 21,78 25,56 26,94 30,56 3,33 36,83 3683 38,83
[PMKS] yang ditancani dalam
pelayanan _rehabelitas sosial
Persntase masyarakat miskin

6.4 potensi yang cberdzyakan Porsan 2.7 19,09 20,00 20,46 21,37 22,00 2200 23,00
Parsentase lembaga sosial

6.5 | pemiberi layanan kessjahtersan | Persen 25,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1060, 000
sosal

.| DTN ERA N | e | i na 1.4 7143 n.43 naz 74 | esoo

terserap

7.1 W e Persen 56,63 67,30 67,38 68,65 £9,33 70,00 70,00 70,68

732 ?'TF,""?I"_]“ Pengangouran Tabuks | o rsn 192 386 3,81 3,75 3,70 3,64 3,64 3,59

7.3 | Jumiah tenana kerja terampil Orang a5 36 1.250 1250 1250 1.250 5000 1.000
Persentase sarana dan

7.4 | prasarana Balal Latihan Kerja Persen 45,00 50,00 55,00 60,00 £5,00 70,00 70,00 75,00
[BLK] sesuai standar

75 |Persentase tenaga kedavana | oo, 12,56 £.52 B 377 3,27 2337 2337 25,00

81 ;m‘ Pemibangunan Gender Hilai 91,48 81,75 52,01 92,27 02,54 52,80 02,80 23,10
8z mﬁtm Lavak Mnak ( proivar | pratama | Pratsma | Pratama |  Pratama Madya KLA KA KLA
a1 mma L L e Shee 70,02 81,22 83,41 85,61 87,50 20,00 90,00 92,20
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2z Pernellpfa konsumel raa Eta | g 699.721 | 769.691 | 7EA.83S BIB.GS | H2B.E7S | B49.557 | E49.587 | @70.597
Anka ketersediaan pangan KkalKap)
o3 | oo : - i 2.848 2.858 2880 2.909 2928 2.850 2850 2975
Jumiah desa/kelurahan rawan
9.4 pangan Desakel a4 30 s 30 24 20 0 15
Persentaze aset tanah
0.1 ﬁ;"' g Persen 2.5 32,80 41,88 0,63 79,19 100,00 100,00 100,00
111 :'3“ s i Fersen £3,50 64,00 65,00 57,00 6,00 70,00 70,00 730
Persentase tmbuan sampah
112 | Parsen 27,40 81,09 04,00 97,03 58,14 9,04 o004 100,00
i i | SSSTICRAS, Pur Persen 6,46 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 26,00 29,00
114 W Persan 20,54 73,08 74,00 75,03 74,14 73,04 73,04 73,04
11.5 | Tingkat pencemaran Status | ingan fungan Ringan Ringzn Aingan Ringan Ringan fngan |
Parsentase Ruang Terbuka
16 | f ) Persen 4,50 7.50 10,50 13,50 16,70 20,00 20,00 250
L) | W KT Persan 0,25 95,00 100,00 106,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Parsentasa kepemiblcan karty
122 | el Persan 97,00 100,00 100,00 106,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Parzeniase pamerbitan akla
B | T Persen 76,48 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
134 | Persentase akta Parsen 55,73 EL04 70,78 8052 50,26 100,00 100,00 100,00
kematian
Indeks kepuasan pelayanan
12.5 | admnistras kependudukan dan | Fredikat | Culp | Bak Bak | | | B B
pencatatan soil
Persentase lembaga ekonomi
B | Fersen 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 35,00
Persentase BUMDesa yang
| berkambang :
13.2 [ - Berlmmbansg Perpen 74,31 PR 24l 5754 54,85 0,07 w057 30,00
| - Maju Porsen | 2569 | 21,53 | 363 | 3403 35,43 45,14 45,14 50,00
- Mandini Porsan 0,00 6,35 6,54 B33 ] 1386 | 13,80 20,00
Parsentage dasa yang
13.3 | menerapkan Tekmologl Tepat | Persen 73,61 78,47 Ba72 90,28 95,14 100,00 100,00 100,00
Guna (TTG]
Parsentase desa i Statiis:
= Persan TR 3501 3803 31,94 25,56 27,78 27,78 25,00
“* [~ Berkemhang Fersen 58,33 58,33 59,72 [TRH 62,50 63,89 73,85 65,00
- Capat berkembang Persan 556 555 6,25 5,94 7.54 833 833 10,00
14,1 | PorSEntase B pertumbuban | o, 1,22 122 1,12 1,02 0,92 0,82 0,82 0,72
14.2 | Persentass peserta KB aktf Persan 57,00 7L00 74,00 77.63 80,59 B4,27 84,27 83,27

anqka kecelakaan lalu linas

Parsentasa kualitas sarana

prazarana perhiubunigan dalam
kondisi baik

63,61

aL,19

Persentase bk rawan
kecelakaan yang aman

ar,12

55,00

77,14

77,14

Persentase angkutan public
yarg memenuhi standar
keselamalan

44,88

47,34

5131

54,45

45

Persentase sstem informasi
telah terstandarisasi dan
transaksional

|

3z2,00

38,00

5100

14

=



Cuup
infoematil

51,00

58,00

Menuju
infarmatd

Infarmatif

£, 00

700

91,00

TS E3,34 [TFE] aL132 73,00 9500 | SR00 |
5,00 11,20 13,40 13,60 20,00 000 | J5.00 |
5,00 8,00 11,00 14,00 20,00 20,00 500
1,00 3,60 5,40 7,20 10,00 10,00 13,00

181 M {PMDN] Hp. (000} | 148.306.017 | 170650000 | 107.665.000 | 215.350.000 | 737.650.000 | 260.000.000 | 260000000 | 262.350.000
Lw Wodal Asing Ap. (000} 5 2000.000 | Zoooooo | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Z00G.000
182 | Inyestor 201 410 430 450 475 00 SO0 530
183 Predikst gaik Salk Dk Sangad 23003 Sangat aargat 2angst |
perizinan dan non perizinan Baik Bk Baik Baik Bk
pg,y | Jumish cabang oishraga ARG (o 5 & & 7 7 8 8 g
19.2 mﬂ Orang 75 75 75 75 75 75
19.3 | Jumiah pemurda wirausaha Pemuda 30 20 p] 25 28 A 125 35
13,4 | Jumiah atiet berprestas At a0 an a5 50 55 &0 250 [

20.1
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aktif dikembangkan

Persentasa fngsi-fungs utama

#1.1 | pemerintahan yang berbasis Persen 32,00 38,00 45,00 51,00 53,00 4,00 64,00 71,00
eleddtroniik
Persentase situs cagar budaya

2.1 | dalam pemantauan untuk Persen | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
dilestarikan

gpp | Pemmiaes mal budaya yang Fersen 100,00 100,00 100,00 1060, 100,00 100,00 100,00 100,00

Indeks kepussan pelayanan , Sangat Sangat Sarqat Sangat
11 P Pradikat Baik Bl Buaik Baik Bk Balk Balk Bk
3.2 | Persentase komunitas liberasi Persen 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 50,00 6000 |

yang aktif ditinglst disss

24.1 | Predikat pergelolaan kearspan Milai
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1.1 | Jumiah wisatawan
- Domestix Orang | %B8.012 | 600.000 | B00.000 | LISG.000 | L200.000 | 1.250.000 | 5.000.000 | L300.000
- Manxanegara Orang 287 200 300 350 500 750 2.100 1000
1.2 | Jumiah destinas wisata Objak. a0 30 93 a5 97 100 100 110
Persentasa laju pertumbuhan
2.1 | PORBE sekior pertanian, Persen 8,00 9,40 10,80 12,20 13,60 15,00 15,00 16,40
ketiitanan dan ef kaian
22 ‘“"E'! “I e, S Persen 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 40,00 45,00
23 E’“";E 'faz da“n‘a'mEF.” e 10,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 35,00
Parsentase paninghkatan sarana
24 | on Fertanian Persen 5,00 5,00 10,00 15,00 20,00 35,00 35,00 25,00
Jumiah pemnaub ;
25 |- Tersmpi Orang ] 36 35 33 3l z8 o 25
- ahli Orang 0 az B a7 a5 5z 5z 95
-7 b IEBEE!DE!! '“.! !'b"""“ Fersen 5,00 14,00 23,00 3Zm 41,00 50,00 50,00 60,00
Jumilah produksi ;
- Pad Ton | 386.031,40 | 390.000,00 | 395.000,00 | 400.000,00 | 405.000,00 | 410.000,00 i'ﬂm 415/000,00
27 T Ton | Br.96141 | 96.757,00 | 106450,00 | 117.000,00 | 128.768,00 | 141.663,00 | 590.654,00 | 154.663
~ kedelai Ton 135177 | 150200 | 180300 | 216300 | 250600 | 311500 | 1117900 | 371500
- Durian Tan 120.053,50 | 122.500,00 | 135.000,00 | 127.500,00 | 130.000,00 | 132 500,00 | 637.500,00 | 135 250,00 |
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N



- Rambutan Ton 244,10 250,00 288,00 322,00 375,00 450,00 1.565,00 550,00
- Langsat Ten 1,50 25.000,00 | 27.000,00 | S50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 277.000,00 | 125.000,00
- Pisang Ten 374,70 375,00 385,00 420,00 440,00 475,00 2.005,00 500,00
|- Baveang merah Ton 141,10 150,00 75,00 200, 0y 23000 | 300,00 340,00
- Cabe Ton 671,80 675,00 720,00 775,00 BO0,00 B50,00 3,820,00 200,00
- Wortel Ton 1000 1,00 2,00 5,00 7,50 10,00 25,50 15,00
- Kentardg Ten 1,00 1,00 2,00 5,00 10,00 10,00 78,00 15,00
Jumlzh produks: |
Ten 405,95 420,00 440,00 460,00 460,00 500,00 2,300,00 530,00
28 |- kambing Ton 32,88 34,00 36,00 348,00 40,00 42,00 190,00 45,00
|- Daging unghos Ton 149844 | 1.550,00 | : : - 232500 |
- Telw unggas Ten ZB1B57 | 2.900,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00 330000 | 15500,00 | 3.400,00 |
Jumiah produlks
- Kakao Ten 33.220,00 | 35.500,00 | 40.100,00 | 4420000 | 4A.500,00 | 53.000.00 | 22330000 | 57.750,00
5 g |- Kelips Ten 19.732,9¢ | 210,00 | 2387500 | 2625000 | 26.750,00 | 3100000 | 131.575,00 | 33.500,00
| - Eopi Ton B01,34 830,00 970,00 106500 | 117500 | 1250000 | 528000 | 135000
- Lada Ten 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 75,00 30,00
- Kemiri Ton 1,743,368 1. 800,00 1.850,00 1.550,00 2.000,00 2. 500,00 10, 100,00 |  3.000.00
Persentase laju pertumbuhan
3.1 | PDRE sektor perdagangan Persan 755 985 1214 14,44 16,73 19,03 1903 21,33
bebsar dan eceran
Parsentase pasar MARASA
3.2 | (Maju, Rapih, Sehat dan Aman | Persen 2,63 7,89 15,73 21,05 26,32 26,32 32,00
dalam perindungan keagumen)
Persanta ian kasus
32 | e mlr*ng”mm e Persen | 100,00 20,00 32,00 48,00 65,00 100,00 100,00 100,00
Persentase laju pertumbuhan
L | prr sektor ik Persen 742 10,53 14,45 17,56 42,48 24,59 2459 2E,51
pengolahan
Persantase partumbuhan
industri ;
4.2 | - Mikro Persen 0,70 0,80 1,00 1,02 1,04 1,06 4,52 1,10
- kel Persen 0,02 0,04 0,08 0,08 0,09 0,10 0,37 0,12
- Manergah Persern 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,002

roandiri [Berkermbang)

74,31

7222

5764

54,66

40,97

40,97

30,00

21,53

30,63

34,03

35,42

45,14

45,14

50,00

Frianiri (Mela rcii)

0,00

6,25

6,94

9,72

13,89

13,86

20,00

Jumiah Satuan Kawasan
Pengemibangan [SKF)
Transmigrasi

SKP

Persentase partumibuhan

6.1 et A P Persen 35,31 15,66 36,02 36,38 36,74 37,11 a7t a7.48
Persentase partumbuhan

[ sroduksi perikanan Bngkap Persen 2539 2552 25,54 2577 25,90 26,03 26,03 26,16
Persentase kualifikasi kelas

63 oo cbrecpi o Persen 86,04 88,50 31,00 93,50 96,00 98,50 98,50 100,00

6.4 J“'T'at ey e i Rp. 34.384.000 | 35.330.172 | 41.305.080 | 43.370.340 | 45.538.860 | 47.815.800 | 47.815.800 | S0.092.740
Persentase pertumibuhan usaha

6.5 |pengolahan dan pemasaran Persen 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 50,00 55,00
hasil perikanan

66 Jumilah penyulub penkanan ;
- Teramoil Orana 2 z z 2 z F: 10 4
Indekes wawasan kebangsaan

6.10 - Predikat Balk Balk Balk Baik Baik Baik Baik Baik
Indeks kepuasan layanan : Sangat Sangat sangat sangat Sangat

811 | pemerintahan kecamatan Pracliat: | Bk Bk Bk Baik baik baik ik Baik

Kemampuan Ekonomi

1 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 | Pengeluacan per kapita Rp. (000} [ 7.947 8,169 8,341 BE73 B.915 9.157 $.157 9A00 |
angka kriminaltas yang

14 | tertangani Kasus 200 190 180 170 160 150 150 140

2 | Pertanian | | [ | [ | | | [

2.1 | Milai tukar petani [ milw | 10798 | 10000 | 30955 | 1c08s | 110,05 | 11028 | 110,35 [ 110,25

3 | Fasilitas Wila Infrastrubdtur

a1 f“'“"l h! D'l “"“T“'!'r';“ ik orang 13,488 | 15.000 | 17.500 | 20,000 | 22,500 | 25.000 | 100.000 | 27.500
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